
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF 

MUHAMMAD ABU ZAHRAH  

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) 

 

 

 SKRIPSI 

oleh :  

AMELIYA SALWA NURDIANSYAH PUTRI 

NIM 200201110110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 

MALANG 

2024



ii 

 

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF 

MUHAMMAD ABU ZAHRAH 

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) 

 

 

 SKRIPSI 

oleh :  

AMELIYA SALWA NURDIANSYAH PUTRI 

NIM 200201110110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 

MALANG 

2024



 

iii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

MOTTO 

ِۚ إهنَِ أ كْر م كُمِْ عهندِ  ٱللّهَِ
 يَ َٰٓ ي ُّه ا ٱلنَاسُِ إهنَِّ خ ل قْن َٰكُم م هن ذ ك رِ  و أنُث ىَِٰ و ج ع لْن َٰكُمِْ شُعُوبًِ و ق  ب ائٓهلِ  لهت  ع ار فُ وٓاِ 

ِۚ إهنَِ ٱلَلِّ  ع لهيمرِ خ بهيرِ  أ تْ ق ىَٰكُمِْ
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nadirsyah Hosen, “Tafsir Surah Al-Hujurat ayat 13 : Tak Kenal Maka Tak Sayang”islam.no.or.id, 

diakses 15 Februari 2024, https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak 

terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata 

asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman 

transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman 

transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah. 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ṭ ط  ̀ ا

 ẓ ظ B ب

 ’ ع T ت

 Gh غ Th ث

 F ف J ج

 Q ق ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dh ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ̓ ء Sh ش

 Y ي ṣ ص

 - - ḍ ض
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I ا يَ 

 Fathah dan wau Lu A dan U ا وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ   haula : ه و 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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D. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  رَوْضَةاُلاطْفَال

 al-ḥikmah :  الحِكْمَةُُ

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( َ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

جَ   al-ḥajj : الح 

 aduwwu‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah ( َِــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) : ع لِيَ 

بِيَ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) : ع ر 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 
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سَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّم 

 al-falsafah : الف ل س ف ةَ

دَ   al-bilādu : البلَِ 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ’al-nau : النَّوءَ 

ءَ   syai’un : ش ي 

تَ   umirtu : ا مِر 

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

I. Lafẓ Al-Jalālah (ُالله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 
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 dīnullāh : دِيْنُُاّللُِ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh : هُمُْفِيُْرَحْمَةُِاللهُِ

J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān  

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs  

Abū Naṣr al-Farābī  

Al-Gazālī  

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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ABSTRAK 

Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri, NIM 200201110110, 2024. Perkawinan Beda 

Agama Di Desa Pancasila Perspektif Muhammad Abu Zahrah (Studi 

Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). Skripsi. 

Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Muhammad 

Nuruddien Lc., M.H. 

 

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Desa Pancasila, Abu Zahrah 

Perkawinan beda agama merupakan fenomena perkawinan yang banyak 

menuai pro dan kontra di Indonesia. Banyaknya ragam suku dan agama di Indonesia 

menjadikan peluang besar terjadinya perkawinan beda agama, salah satunya di 

Desa Pancasila yang ditemukan pasangan beda agama,  fenomena itu tidak menjadi 

masalah besar dikalangan masyarakat Desa Pancasila .Rumusan masalah penelitian 

ini adalah  Bagaimana pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama ? Bagaimana 

Tinjauan Muhammad Abu Zahrah terhadap Perkawinan Beda Agama yang terjadi 

di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ? 

Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris yang menggunakan 

pendekatan deskriptif  kualitatif. Data yang diperoleh dalam penilitian ini berasal 

dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan datanya terdiri dari 

beberapa proses diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis serta 

kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah, 1). Pandangan Tokoh Masyarakat dan 

Masyarakat desa Pancasila terhadap perkawinan beda agama adalah boleh 

dilakukan dan bukanlah menjadi sesuatu hal yang sangat dipermasalahkan sebab 

mereka menganggap hal itu merupakan hak individual, namun jika dilihat dari segi 

ajaransetiap agama disana perkawinan beda agama hendaknya dihindari karena 

dipercaya pula tidak akan menemukan suatu kebahagian dalam kehidupan berumah 

tangga. 2). Perkawinan beda agama  perspektif Muhammad Abu Zahrah menurut 

peneliti kurang sesuai dengan konsep pemikiran Muhammad Abu Zahrah sebab 

praktek perkawinan dengan cara perpindahan agama sementara yang terjadi di Desa 

Balun melanggar apa yang tidak diperbolehkan menurut Muhammad Abu Zahra 

sesuai pada kitabnya Al Ahwal asy Syakhsiyah. Namun jika hanya dikaji sebatas 

sah atau tidaknya akad nikah dalam perkawinan tersebut menurut peniliti 

hukumnya tetap sah. 
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ABSTRACT 

 

Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri, SIN 200201110110, 2024. "Interfaith 

Marriage at Pancasila Village from the Perspective of Muhammad 

Abu Zahrah's (Study at Balun Village, Turi Sub-district, Lamongan 

Regency)". Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : 

Muhammad Nuruddien Lc., M.H. 

 

Keywords : Interfaith Marriage, Pancasila Village, Abu Zahrah’s 

Interfaith marriage is a phenomenon that has garnered both support and 

opposition in Indonesia. The diverse ethnicities and religions in Indonesia present 

a significant opportunity for interfaith marriages, such as those found in Pancasila 

Village where couples of different religions coexist. Interestingly, this phenomenon 

does not pose a significant issue within the Pancasila Village community. The 

research problem formulated for this study is: What are the perspectives of leaders 

and the community in Balun Village, Turi Sub-district, Lamongan Regency, 

regarding interfaith marriage? Additionally, how does the analysis of Muhammad 

Abu Zahrah's thoughts on interfaith marriage apply to the occurrences in Balun 

Village, Turi Sub-district, Lamongan Regency?" 

This study belongs to empirical research employing a descriptive qualitative 

approach. The data obtained in this study are derived from interview results. The 

types and sources of data used in this research include primary and secondary data. 

The data processing involves several stages, including editing, classification, 

verification, analysis, and drawing conclusions. 

The results of this research are as follows: 1) The perspectives of 

community leaders and the people of Pancasila Village regarding interfaith 

marriages are that they are permissible and not highly problematic because they 

consider it an individual right. However, from the standpoint of each religion's 

teachings, interfaith marriages should be avoided as they are believed to not lead to 

happiness in married life. 2) Interfaith marriage from the perspective of Muhammad 

Abu Zahrah's thought, according to the researcher, does not align with the concepts 

of Muhammad Abu Zahrah because the practice of marriage through religious 

conversion, as observed in Balun Village, contradicts what is not allowed according 

to Muhammad Abu Zahra, as mentioned in his book 'Al Ahwal asy Syakhsiyah.' 

However, if assessed solely on the validity of the marriage contract according to 

the researcher, it remains valid. 
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 ملخص البحث 

الديانات في قرية بانكاسيلا   الزواج المختلف ُُ.200201110110اميلياِسلوىِنورديانشهِفوترى.ِرقمِالقيد.ِِ
بحثِالرسالة.ِِمن منظور فكر محمد أبو زهرة )دراسة في قرية بالون، دائرة توري، مقاطعة لامونغان(.  

نِورالد ين,ِِ ِ:ِمحم د اِلمشرف مِالانج. اِلحكومية اِلإسلامية إِبراهيم مِالك مِولانّ اِلشخصية,ِجامعة اِلأحوال شعبة
ِلياسنس,ِالماجستيِ.

ِالديانّت,ِقريةِبنكاسيلا,ِفكرِمحمدِأبوِزهرة الزواجِالمختلفالكلمات الئيسية : 

الزواجِالمختلفِفيِالديانّتِهوِظاهرةِزواجِتثيِالكثيِمنِالتأييدِوالرفضِفيِإندونيسيا.ِتنوعِالأعراقِِ
اِلحالِفيِقريةِبنكاسيلاِِ كِماِهو اِلديانّت، اِلمختلفِفي اِلزواج كِبيةِلحدوث إِندونيسياِيجعلِهناكِفرصة والأديانِفي

كِبيةِبينِسكانِقريةِبنكاسيلا.ِِحيثِتمِالعثورِعلىِأزواجِمنِديانّتِمختلفة،ِوهذهِالظِ اهرةِلاِتشكلِمشكلة
صياغةِمشكلةِهذاِالبحثِهي:كِيفِتنظرِالقادةِوالمجتمعِفيِقريةِبلون،ِفيِنّحيةِتوري،ِفيِمقاطعةِلامونغانِإلىِِ
ِِالزواجِالمختلفِفيِالديانّت؟ِوكيفِيرىِمحمدِأبوِزهرةِالزواجِالمختلفِفيِالديانّتِالذيِيحدثِفيِقريةِبلونِ،

ِفيِنّحيةِتوري،ِفيِمقاطعةِلامونغانِ؟ِ

تمِِ التيِ البيانّتِ الكيفي.ِ الوصفيِ النهجِ تستخدمِ التيِ التجريبِ أبحاثِ يندرجِضمنِ البحثِ إن ِهذاِ
الحصولِعليهاِفيِهذاِالبحثِتأتيِمنِنتائجِالمقابلات.ِأنواعِومصادرِالبيانّتِالمستخدمةِفيِهذاِالبحثِتشملِِ

اِلبيانّتِمنِعد اِلثانوية.ِثمِيتألفِمعالجة اِلأوليةِوالبيانّت اِلتصنيف،ِِالبيانّت اِلتحرير، ةِمراحل،ِبماِفيِذلكِمرحلة
 التحقق،ِالتحليلِوالاستنتاجِ.

(ِآراءِقادةِالمجتمعِوسكانِقريةِبنكاسيلاِبخصوصِالزواجِالمختلفِفي1ِِنتائجِهذاِالبحثِهيكِالتالي:ِِ
كِبياً،ِلأنهمِيعتبرونهِحقًاِفرديًا.ِومعِذلك،ِإذاِنظرنِّمنِوجهةِِ الديانّتِهيِأنهِيمكنِالقيامِبهِوليسِشيئًاِيثيِقلقًا

كِلِديانةِهناك،ِفيجبِتجنبِالزواجِالم ختلفِفيِالديانّت،ِلأنهِيعتقدِأيضًاِأنهِلنِيجلبِالسعادةِفيِِنظرِتعاليم
اِلزوجية.ِِ يِتماشىِمعِمفهوم2ِِالحياة لِلباحث،ِلا أِبوِزهرة،ِوفقًا فِكرِمحمد اِلديانّتِمنِمنظور اِلمختلفِفي اِلزواج )

كِماِيحدثِفيِقريةِبلون،ِتتعارضِِ معِماِلاِِفكرِمحمدِأبوِزهرة؛ِلأنِممارسةِالزواجِمنِخلالِالتحولِالديني،
كِماِهوِموضحِفيكِتابهِ"الأحوالِالشخصية".ِومعِذلك،ِإذاِتمِالتقييمِفقطِمنِِ يسمحِبهِوفقًاِلمحمدِأبوِزهرة

ِحيثِصحةِعقدِالزواجِوفقًاِللباحث،ِفإنهِيظلِصحيحًاِ.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sebuah ibadah panjang yang disunnahkan 

Rasulullah SAW dan biasanya menjadi momentum bersejarah dalam 

perjalanan kehidupan manusia, sebab perkawinan menghubungkan dua insan 

beserta keluarganya yang tidak memiliki ikatan lahiriyah maupun batiniyah. 

Sejalan dengan perkembangan penduduk Indonesia yang semakin pesat dan 

semakin pelik pula persoalan yang mencuat di khalayak umum salah satunya 

fenomena problematik yang tidak asing di dengar adalah kompleksitas 

perkawinan beda agama.  

Banyaknya keanekaragaman suku dan agama di Indonesia membuat 

perkawinan beda agama sangat berpeluang besar untuk dilakukan. Fenomena 

perkawinan beda agama ini tidak sedikit memicu persoalan hukum baik pada 

calon pengantin ataupun pada pihak lain yang bersangkutan, seperti keluarga. 

Hal ini di sebabkan karena belum adanya undang-undang yang secara tegas 

mengatur terkait bab perkawinan beda agama, namun juga berkaitan terhadap 

Hak Asasi Manusia untuk memilih pasangan beserta keyakinannya. 

Pada hakekatnya perkawinan beda agama dalam sudut pandangan 

hukum positif Indonesia tidak begitu menjadi persoalan asalkan perkawinan 

tersebut sudah dicatatkan, namun menurut beberapa agama perkawinan beda 

agama ini menjadi persoalan yang cukup berat. Salah satunya sudut pandang 
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hukum Islam yang masih banyak pro dan kontra dalam mengesahkan 

perkawinan ini.2  

Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan persoalan ini 

mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 yang menyatakan 

bahwa perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah, begitupun menikahi 

wanita ahli kitab. Sebab dalam fatwa tersebut menganggap bahwasanya untuk 

saat ini sulit ditemukan wanita ahli kitab lagi. Meskipun telah dikeluarkan 

Fatwa MUI ini tidak memberikan jalan keluar justru menimbulkan 

problematika karena berbeda dengan firman Allah dalam Sumber Hukum 

Islam yaitu Al-Qur’an, Hadist ataupun literatur fiqih klasik.3 

Topik perkawinan beda agama ini juga menjadi menuai perdebatan 

dikalangan tokoh pembaharuan Islam antara diperbolehkan atau tidaknya 

perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim begitupun 

sebaliknya. Salah satu tokoh pembaharuan Islam yang ikut berpendapat adalah 

Muhammad Abu Zahrah. Ia mengemukakan bahwasanya hukum perkawinan 

beda agama itu dibagi menjadi dua. Pertama, diharamkannya laki-laki muslim 

menikahi wanita yang beragama watsaniyah. Kedua, diperbolehkannya 

menikahi wanita ahlul kitab.4 

Melihat realita yang terjadi di Indonesia sendiri, pendapat Muhammad 

Abu Zahrah bertolak belakang dengan perkawinan beda agama yang terjadi di 

Indonesia. Seperti halnya perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan 

 
2 Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial 

Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” JURNAL CITA HUKUM 3, no. 2 (18 Januari 2016): 289 

–302, https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319. 
3 Wahyu Sunandar, “Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) tentang Nikah Beda Agama dan Respon 

Para Pemuka Agama terhadapnya”, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Jakarta, 2011). h. 42 
4 Abu Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), 99. 
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Turi Kabupaten Lamongan. Fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini sudah lama dilaksanakan semenjak 

masuknya Non Islam di Desa tersebut yaitu agama Hindu dan Kristen pada 

tahun 1965.5 

Desa Balun sendiri terletak di Sebelah Utara Kota Lamongan dan 

memiliki jumlah penduduk 4.664 orang dengan tiga keyakinan yang berbeda-

beda yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Hindu.6 Berawal dari aneka ragam 

agama yang di yakini oleh masyarakat Balun tersebut maka sangat berpeluang 

besar terjadinya perkawinan beda agama. Namun hal ini justru tidak menjadi 

suatu permasalahan yang besar bagi mereka. Sehingga tidak heran jika disana 

banyak ditemukan satu keluarga yang terdiri dari beberapa agama atau biasa 

disebut sebagai keluarga multikultural.  

Tingkat toleransi yang tinggi di Desa Balun ini membuat desa ini 

dikenal sebagai Desa Pancasila di Kabupaten Lamongan. Bagi mereka 

berkeluarga dengan anggota keluarga yang berbeda agama adalah hal yang 

biasa karena pemilihan keyakinan agama dianggap sebagai suatu hak individu 

yang tidak boleh diusik, yang terpenting masih sanggup untuk saling 

menghargai satu sama lain tanpa menyalahkan ajaran agama masing-masing.  

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh lagi 

terkait fenomena perkawinan beda agama yang ada di Desa Balun Kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan perspektif  Muhammad Abu Zahrah. 

 

 
5 Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Hafidzh Sa’adilah Warga Masyarakat Desa Balun, 

Tanggal 29 September 2023 
6 Profil Desa Balun, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balun,_Turi,_Lamongan diakses 

pada tanggal 28 September 2023 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balun,_Turi,_Lamongan
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B. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini bertujuan agar pembahasan penelitian ini tidak 

melebar atau menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, 

sehingga penelitian ini dapat lebih terarah serta memudahkan peniliti dalam 

menganalisis. Adapun bataan masalah dalam penelitian ini ialah membahas 

terkait fenomena praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif Muhammad Abu Zahrah 

dalam kitab karya tulisnya yang berjudul Al Ahwal Asy Syakhsiyah. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama ? 

2. Bagaimana Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap 

Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan Pandangan Tokoh dan Masyarakat Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap perkawinan beda agama 

2. Untuk menganalisis fenomena perkawinan beda agama ditinjau dari 

Perspektif Muhammad Abu Zahrah 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini bermanfaat pada teori 

dan praktis dalam pendidikan serta penerapannya pada masyarakat ialah 

harapan dari peneliti. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ialah : 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman 

terkait pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap perkawinan beda 

agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan 

menyumbangkan keterangan serta referensi pustaka kepada pihak yang 

membutuhkan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat digunakan sebagai landasan referensi terkait pemikiran 

Muhammad Abu Zahrah terhadap fenomena perkawinan beda agama 

di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.  

b. Dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya yang 

akan mengkaji keterkaitan topik permasalahan yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

 

F. Definisi Operasional  

Pada penelitian ini dibutuhkan definisi terhadap beberapa kata agar 

lebih jelas, yaitu :  

1. Desa Pancasila adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten 

Lamongan, dengan nama Desa Balun Kecamatan Turi. Disebut 

sebagai Desa Pancasila karena dikenal sebagai desa dengan tingkat 

toleransi yang sangat tinggi. Masyarakat yang tinggal di desa tersebut 

terdiri dari tiga agama yaitu, Islam, Kristen, dan Hindu. 
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G. Sistematika Penulisan  

Pada penulisan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab. 

Pada setiap babnya memiliki sub bab yang berisi pembahasan berbeda 

namun setiap babnya saling berkaitan. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran penelitian ini agar mudah di fahami. 

BAB I Pendahuluan. Memberikan penjelasan terkait latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dalam bab 

ini juga dijelaskan terkait kata kunci penelitian ini yang ada pada definisi 

operasional. 

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab penelitian ini diawali dengan 

penjelasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka teori. Pada sub bab 

penelitian terdahulu memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik 

dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Sedangkan pada sub bab kerangka teori 

memaparkan terkait pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang dijadikan 

sebagai landasan untuk mengkaji masalah. Kerangka teori ini memiliki 

beberapa sub bab diantaranya pada sub bab pertama menjelaskan 

perkawinan beda agama menurut mazhab-madzhab dalam Islam, pada sub 

bab kedua menjelaskan hukum perkawinan beda agama berdasarkan hukum 

positif indonesia dan kompilasi hukum indonesia, pada sub bab ketiga 

menjelaskan hukum perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif 

indonesia dan kompilasi hukum indonesia, pada sub bab keempat 

menjelaskan pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap perkawinan beda 

agama. 
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BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memaparkan metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya jenis penelitian 

yang digunakan berupa yuridis empiris, menerapkan metode deskriptif 

kualitatif sebagai pendekatannya. Jenis dan sumber data penelitian ini 

meliputi sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara, kemudian proses 

teknik pengolahan data yang digunakan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, 

analisis data kemudian penarikan kesimpulan. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan 

dipaparkan perolehan data melalui wawancara kemudian dianalisis agar 

dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul pada rumusan 

masalah. Dalam penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu 1.) 

Bagaimana pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama 2.) 

Bagaimana Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap 

Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan. 

BAB V Penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Pada kesimpulan dipaparkan jawaban singkat untuk rumusan masalah yang 

telah ditetapkan. Kemudian dipaparkan pula saran untuk pihak-pihak terkait 

dengan penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk meminimalisir adanya kesamaan anatara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya serta guna menggambarkan keaslian penelitian ini, 

penulis memparkan beberapa penelitian terdahulu yang bertema hampir sama 

dengan tema penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Nabila Zahra, Mahasiswi IAIN Jember, pada tahun 2018 dengan judul 

“Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Sukoreno Terhadap Pernikahan 

Beda Agama (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah : 221, Qs. Al-Maidah : 

05 da n QS. An-Nur : 03)”.7  Dalam deskripsinya menjelaskan mengenai 

pandangan tokoh agama Islam di Desa Sukoreno serta interpretasi tokoh 

agama Islam terhadap pernikahan beda agama QS. Al-Baqarah : 221, 

QS. Al-Maidah : 05, dan QS. An-Nur : 03. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, yaitu menganalisis 

terkait perkawinan beda agama, persamaan yang kedua adalah jenis 

penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian empiris.  Sedangkan 

perbedaannya adalah di penelitian terdahulu hanya membahas terkait 

pandangan tokoh agama saja serta tidak melibatkan masyarakatnya 

sedangkan dalam penelitian ini membahas pandangan dari beberapa 

tokoh lintas agama,tokoh masyarakat dan juga masyarakatnya. 

 
7 Zahra Nabila, “Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Sukoreno Terhadap Pernikahan Beda Agama 

(Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah : 221, Qs. Al-Maidah : 05 da n QS. An-Nur : 03)” (Undergraduate 

thesis, IAIN Jember, 2018) 



29 

 

 
 

Perbedaan yang kedua adalah lokasi tempat penelitian terdahulu berada 

di Desa Sukoreno sedangkan Penilitian ini berada di Desa Balun. 

Perbedaan yang ketiga adalah perspektif yang digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah QS Al-Baqarah : 221, QS. Al-Maidah : 05, 

dan QS. An-Nur : 03, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

pemikiran Muhammad Abu Zahrah. 

2. Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung pada tahun 2019 melakukan peelitian dengan judul 

“Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota 

Bandung”.8 Dalam deskripsinya menjelaskan fakta sosiologis tentang 

nikah beda agama menurut pandangan tokoh lintas agama baik secara 

Islam, katolik, protestan, hindu dan budha. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian terdahulu tersebut, di antaranya yaitu 

pembahasan terkait perkawinan beda agama, penelitiannya sama yaitu 

penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama di 

penelitian terdahulu berfokus pada pandangan tokoh lintas agama 

sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada fenomena 

perkawinan beda agama yang ada di Desa Balun dari sudut pandang 

seluruh elemen di desa tersebut, Perbedaan yang kedua adalah lokasi 

penelitian terdahulu berada di Kota Bandung, sedangkan pada pada 

penelitian ini berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan. Perbedaan yang ketiga adalah pada penelitian terdahulu 

lebih membahas bagaimana pandangan tokoh lintas agama terkait 

 
8 Siti Nur Fatoni, Iu Rusliana “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota 

Bandung” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019) 
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adanya perkawinan beda agama, sedangkan pada penelitian ini lebih 

menekankan pada fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun 

perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah.  

3. Oktafiani Palufi Katry pada tahun 2021, melakukan penelitian dengan 

judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu”.9 Dalam 

deskripsinya lebih menjelaskan bagaimana konsep perkawinan beda 

agama yang menggambarkan kebahagiaan dan kenyamanan serta faktor 

penyebab dilakukannya perkawinan beda agama, serta implikasi 

terhadap masalah hukum keluarga. Penelitian ini memiliki persamaan 

dengan penelitian terdahulu di atas, yaitu sama-sama membahas terkait 

fenomena perkawinan beda agama yang ada di suatu daerah, kemudian 

jenis penelitiannya sama penelitian empiris. Letak  perbedaannya 

penelitian terdahulu hanya membahas terkait fenomenanya perkawinan 

beda agamanya saja seperti konsep perkawinan beda agama menurut 

pelaku perkawinan beda agama, faktor yang menjadi latar belakang 

mereka melakukan perkawinan beda agama, serta implikasi atas 

terjadinya perkawinan beda agama tersebut sedangkan pada penelitian 

ini membahas terkait perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah, 

perbedaan selanjutnya ada pada tempat penelitian, penelitian terdahulu 

berada di Kota Palu, dan tempat penelitian ini berada di Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.  

4. Duljalil pada tahun 2018 mahasiswa asal UIN Walisongo Semarang 

melakukan penelitian dengan judul “Pemikiran Siti Musdah Mulia 

 
9 Katry Oktaviana Palufi, “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu” (Undergraduate 

thesis, IAIN Palu, 2018) 
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Tentang Pernikahan Beda Agama”.10 Dalam deskripsinya lebih 

menjelaskan analisis perkawinan beda agama menurut pemikiran Siti 

Musdah Mulia yang membolehkan terjadinya perkawinan beda agama. 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas terkait perkawinan 

beda agama perspektif pemikiran tokoh pembaharuan Islam. Sedangkan 

perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas perkawinan 

beda agama perspektif Siti Musdalifah sedangkan pada penelitian 

menganalisis perkawinan beda agama perspektif pemikiran Muhammad 

Abu Zahrah, perbedaan kedua adalah pada penelitian terdahulu 

menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian empiris. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1 Nabila Zahra, 

“Pandangan 

Tokoh Agama 

Islam Desa 

Sukoreno 

Terhadap 

Pernikahan 

Beda Agama 

(Studi 

Interpretasi QS. 

Al-Baqarah : 

221, Qs. Al-

Maidah : 05 da 

n QS. An-Nur : 

03)” 

• Sama-sama 

membahas  

terkait 

perkawinan 

beda agama. 

• Sama-sama 

penelitian 

empiris 

• penelitian 

terdahulu fokus 

pada pandangan 

tokoh agama 

sedangkan 

penelitian ini 

membahas 

fenomena 

perkawinan 

beda agama di 

Desa Balun 

perspektif 

pemikiran 

Muhammad 

Abu Zahrah 

 
10 Rifaldi Moh Faisal Ramadhan, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan 

Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus 

Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2017) 
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• Lokasi tempat 

penelitian 

terdahulu 

berada di Desa 

Sukoreno, 

Penilitian ini 

berada di Desa 

Balun.  

• Perspektif 

penelitian 

terdahulu 

adalah QS Al-

Baqarah : 221, 

QS. Al-Maidah 

: 05, dan QS. 

An-Nur : 03, 

penelitian ini 

perspektif 

pemikiran 

Muhammad 

Abu Zahrah 

 

2 Siti Nur Fatoni, 

Iu Rusliana, 

“Pernikahan 

Beda Agama 

Menurut Tokoh 

Lintas Agama 

Di Kota 

Bandung” 

• Sama-sama 

membahas 

terkait 

perkawinan 

beda agama. 

• Sama-sama 

penelitian 

empiris 

• Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

pandangan tokoh 

lintas agama 

sedangkan pada 

penelitian ini 

lebih berfokus 

pada fenomena 

perkawinan beda 

agama yang ada 

di Desa Balun 

dari sudut 

pandang seluruh 

elemen di desa 

tersebut, 

• Lokasi penelitian 

terdahulu berada 

di Kota 
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Bandung, pada 

penelitian ini 

berada di Desa 

Balun 

Kecamatan Turi 

Kabupaten 

Lamongan. 

• Penelitian 

terdahulu fokus 

pada pandangan 

tokoh lintas 

agama terkait 

adanya 

perkawinan beda 

agama, pada 

penelitian ini 

fokus pada 

fenomena 

perkawinan beda 

agama di Desa 

Balun perspektif 

pemikiran 

Muhammad Abu 

Zahrah 

3 Oktafiani Palufi 

Katry, 

“Pernikahan 

Beda Agama 

Dalam 

Masyarakat 

Kota Palu” 

• Sama-sama 

penelitian 

empiris 

• Sama-sama 

mebahas terkait 

fenomena 

perkawinan 

beda agama 

• Tempat 

penelitian 

terdahulu di Kota 

Palu, dan tempat 

penelitian ini di 

Desa Balun 

Kecamatan Turi 

Kabupaten 

Lamongan.  

• Penelitian 

terdahulu 

membahas 

Konsep 

perkawinan beda 

agama di Kota 

Palu, penelitian 

ini membahas 
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terkait fenomena 

perkawinan beda 

agama di Desa 

Balun perspektif 

pemikiran 

Muhammad Abu 

Zahrah 

 

4 Duljalil, 

“Pemikiran Siti 

Musdah Mulia 

Tentang 

Pernikahan 

Beda Agama” 

• Subjeknya 

sama-sama 

mengenai 

perkawinan 

beda gama 

perspektif 

pemikiran 

tokoh 

pembaharuan 

Islam 

• Penelitian 

terdahulu 

membahas 

perkawinan beda 

agama perspektif 

Siti Musdalifah, 

penelitian ini  

membahas 

perkawinan beda 

agama di Desa 

Balun perspektif 

pemikiran 

Muhammad Abu 

Zahrah 

• Jenis penelitian 

terdahulu 

penelitian 

normatif, 

sedangkan 

penelitian ini 

penelitian 

empiris. 

Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun metode dan tema penelitian  

ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu masih tetap memiliki 

perbedaan. 
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B. Kerangka Teori 

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Mazhab-Mazhab Dalam Islam 

Menurut pandangan imam madzhab ada beberapa pendapat dalam 

hukum Islam terkait perkawinan beda agama diantaranya menurut Imam 

Maliki, Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. 

Imam Maliki berpendapat bahwasanya ada dua hukum perkawinan 

beda agama, pertama hukum dari laki-laki muslim menikahi perempuan 

ahlul kitab ialah makruh mutlak. Meskipun perempuan tersebut 

dzimmiyah (tunduk pada pemerintah Islam) ataupun harbiyah (memerangi 

pemerintah Islam). Kedua, hukumnya tidak makruh mutlak sebab terdapat 

ayat yang memperbolehkan secara mutlak. Mazhab maliki sendiri 

dilandaskan atas dasar sad al-zari’ah (menutup jalan keburukan), maka 

apabila menikahi wanita ahlul kitab dikhawatirkan akan memberikan 

mafsadat, hukumnya haram.11 

Kemudian Imam syafi’i juga berpendapat bahwasanya menikah 

dengan ahlul kitab  hukumnya diperbolehkan. Namun golongan wanita 

ahlul kitab  menurut Imam Syafi’i merupakan perempuan Yahudi dan 

Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa israel bukan termasuk bangsa 

lainnya sekalipun perempuan tersebut adalah penganut Yahudi dan 

Nasrani. Sebab menurut Imam Syafi’i Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS 

hanya diutus untuk bangsa Israel saja bukan pada bangsa lainnya. 12 

 
11 Nur Cahaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” Hukum Islam 18, no. 2 

(1 Agustus 2019): 141, https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973. 
12 Oktaviana Lestari, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’i Dan Hukum Nasional Di 

Indonesia” 1, no. 1 (2023). 
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Sama halnya dengan Mazhab Maliki, menurut mazhab Imam Hanafi 

juga memiliki dua pendapat, pertama laki-laki muslim yang menikahi 

perempuan musyrik (non-muslim) adalah haram mutlak hukumnya. 

Kedua, diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab (Yahudi dan 

Nasrani) hal ini merujuk pada firman Allah SWT yaitu Qs. Al-Maidah 

ayat 5, namun pembolehan perkawinan tersebut juga bersifat makruh. 

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwasanya seorang laki-laki muslim 

makruh menikahi perempuan ahlul kitab dan ahlul dzimmah.13 

Mazhab Imam Hambali mengemukakan bahwasanya menikahi 

wanita musyrik hukumnya haram sedangkan menikahi wanita Yahudi dan 

Nasrani hukumnya mubah atau boleh. Mazhab ini pengikutnya lebih 

banyak dan cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, 

yaitu Imam Syafi’i. Namun tidak membatasi siapa saja yang termasuk 

pada golongan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani hanya dari 

Bangsa Israel saja, akan tetapi Imam Hambal mengemukakan bahwa 

perempuan yang menganut agama Yahudi dan Nasrai sejak zaman 

Rasulullah SAW belum diutus menjadi Nabi.14 

Dari penjelasan beberapa pendapat Imam Mazhab  diatas dapat di 

tarik kesimpulan bahwasanya mereka sepakat laki-laki muslim menikahi 

perempuan musyrik hukumnya adalah haram. Sedangkan laki-laki muslim 

,menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani hukumnya boleh. 

 
13  Jafar Shodiq, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab 

Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 7, no. 01 

(1 September 2019): 1, https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543. 
14 Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum 

dan Sosial Kemasyarakatan 11, no. 02 (Desember 2011) 
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Namun wanita ahlul kitab yang dimaksud oleh Imam Mazhab ialah wanita 

ahlul kitab pada zaman Rasulullah SAW, sebab wanita ahlul kitab zaman 

sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Pada zaman Rasulullah SAW 

atau zaman dahulu perempuan ahlul kitab benar-benar mengimani kitab 

mereka yang belum banyak mengalami perubahan dan perempuan ahlul 

kitab zaman dahulu tidak berpengaruh pada pola pikir serta keyakinan 

laki-laki muslim (suami).15 

2. Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif 

Indonesia dan Kompilasi Hukum Indonesia 

Pada dasarnya di Indonesia sendiri belum diatur secara tegas terkait 

perkawinan beda agama. Sebab dalam undang-undang perkawinan pada 

pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya mengatur terkait 

perkawinan campuran atau pasangan beda negara. Sedangkan terkait 

perkawinan beda agama dilandaskan pada pasal 2 ayat 1 dan 2. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang sah ialah 

perkawinan yanng sesuai dengan syariat agama masing-masing. Dan 

pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan tersebut sah apabila telah 

dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga dapat disimpulkan masalah pengaturan perkawinan undang-

undang memberikan kepercayaan kepada agama dan agama memiliki 

peran penting terhadap problematika perkawinan beda agama. 16 

 
15 Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda 

Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,” Khazanah 6, no. 1 (2 Juni 2013): 99–117, 

https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8. 
16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: 

Mahdar Maju, 2007), 11. 
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Sedangkan perkawinan beda agama jika dilihat dari sudut pandang 

kalangan para ulama’ agama Islam dihukumi haram. Hal ini disertai 

alasan bahwasanya laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan 

perempuan ahlul kitab telah dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah (5):5, dan 

tidak diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan non-ahlul 

kitab telah dijelaskan pula dalam Qs. Al-Baqarah (2):221, berbeda 

dengan perempuan muslim mutlak dilarang menikah dengan laki-laki 

non muslim.17 

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan beda agama telah 

diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 yang memaparkan 

bahwa seorang muslim dilarang melakukan perkawinan beda agama. 

Larangan tersebut juga telah diatur pada pasal 40 huruf C KHI dalam 

pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang 

menikah dengan perempuan pada kondisi tertentu yaitu perempuan yang 

masih berstatus menjadi istri laki-laki lainnya, perempuan dalam masa 

iddah, serta perempuan non-muslim. 

Selanjutnya tidak diperbolehkannya perkawinan untuk perempuan 

muslim dengan laki-laki non muslim tertuang pada pasal 44 KHI. 

Sedangkan dalam pasal 4 KHI dijelaskan bahwasanya perkawinan itu 

dianggap sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Hukum Islam 

dan Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. 18 

 
17 Hadi Wahono dan Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, “Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam,” t.t. 
18 O.S. Eoh, Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek, Cet ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 1996), 33. 
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3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia 

a) Akibat Hukum Terhadap Status Kedudukan Anak  

Dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974, anak sah 

merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dimata 

negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 99 KHI. Apabila 

disimpulkan dari pernyataan itu maka status hukum anak perkawinan 

beda agama dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah tercatat 

dan sesuai dengan undang-undang. 

b) Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan  

Sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 

1, perkawinan cenderung menyerahkan kepada hukum agama sesuai 

dengan ajaran masing-masing untuk memutuskan apakah 

perkawinan tersebut boleh atau tidak untuk dilaksanakan. Namun 

pada umumnya semua agama melarang adanya perkawinan beda 

agama, apabila menurut gama perkawinan beda agama tersebut sah 

maka negara juga mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Akan 

tetapi pada realitanya masing-masing agama yang ada di Indonesia 

sulit untuk menyetujui perkawinan tersebut kecuali salah satunya 

berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya, hal itu dapat 

menimbulkan mudharat yaitu penyimpangan agama.19 

c) Akibat Hukum Pada Status Administrasi Kependudukan  

Pada pasal 37 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2006 

tentang administrasi kependudukan, apabila perkawinan beda agama 

 
19  Syamsulbahri dan Mh, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 
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dilakukan di luar negara maka dapat dicatatkan di negara tempat 

pelaksanaan perkawinan tersebut, kemudian dilaporkan di Indonesia. 

Meskipun banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengesahkan 

perkawinan beda agama, semuanya tetap kembali pada hukum 

agama masing-masing.20 

Ada beberapa cara guna mengesahkan perkawinan beda agama 

dan dapat mencatatkan perkawinan tersebut. Pertama, melakukan 

pernikahan di luar negeri, beberapa negara yang bisa dijadikan 

tempat perkawinan beda agama dianatarnya Singapore, Inggris, 

Canada. Pasangan tersebut dapat melakukan perkawinan itu sesuai 

dengan persyaratan setiap negara masing-masing. Kedua, dapat 

dicatatkan ke salah satu kantor urusan agama ataupun kantor catatan 

sipil dengan syarat salah satu pasanagan harus mengikuti agama 

pasangannya.21  

Meskipun ada beberapa  cara yang dapat ditempuh untuk 

mengesahkan perkawinan beda agama, masih banyak ditemukan 

pasangan yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan 

sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pro dan kontra terkait 

perkawinan beda agama.  

 

 

 
20 Mashudi, “Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di 

Indonesia,” t.t. 
21 Mashudi, Problematika Perkawinan Beda Agama, 23. 
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4. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Terhadap Perkawinan Beda 

Agama 

Dalam salah satu Kitab yang di tulis beliau dengan judul Al Ahwal 

Asy Syakhsiyah, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwasanya 

orang-orang yang tidak memeluk agama samawi, tidak diperbolehkan 

oleh seorang muslim untuk menikahinya, yang di maksud dengan agama 

samawi menurut ahli fiqih adalah agama yang memiliki kitab di era 

perkembangan atau kelahiran agama tersebut, dan agama tersebut 

memiliki nabi utusan yang disebutkan di Al-Qur’an. jadi setiap orang 

yang tidak memeluk agama samawi sesuai dalam Al-Qur’an maka tidak 

sah menikah dengan wanita tersebut, karena wanita itu dianggap sebagai 

musyrikah.22 

Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 221 : 

ِۗ و لا ِ ب  تْكُمِْ يْرِ م هن مُّشْرهك ةِ  و ل وِْ أ عْج  ِۚ و لأ  م ةرِ مُّؤْمهن ةرِ خ  تََِّٰ يُ ؤْمهنَِ تهِ ح   و لا ِ ت نكهحُواِ  ٱلْمُشْرهك َٰ

ل َٰئٓهكِ  ي دْعُونِ  ِۗ أوُ  ِۚ و ل ع بْدرِ مُّؤْمهنرِ خ يْرِ م هن مُّشْرهكِ  و ل وِْ أ عْج ب كُمِْ
نُواِ   تنُكهحُواِ  ٱلْمُشْرهكهينِ  ح تََِّٰ يُ ؤْمه

ُِ ء اي َٰتهههِۦ لهلنَاسهِ ل ع لَهُمِْ ي  ت ذ كَرُونِ  ِۖ و يُ ب ين ه  إهلى ِ ٱلجْ نَةهِ و ٱلْم غْفهر ةهِ بِههذْنهههۦ
ِۖ و ٱللَُِّ ي دْعُوٓاِ   إهلى ِ ٱلنَارهِ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 

dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”23 

 
22 Abu Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), 99. 
23 Al-Qur’an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Baqarah [2]: 221. 
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Ayat ini menghendaki bahwasannya tidak diperbolehkan bagi 

seorang muslim menikahi seorang watsani (penyembah berhala), seperti 

orang budha, atau penganut brahmanisme, karena mereka tidak memiliki 

kitab yang diturunkan, dan juga mereka tidak memiliki nabi-nabi utusan 

yang disebutkan di dalam Al-Qur’an, jikalau mereka menganggap 

bahwasannya mereka memiliki dua hal tersebut maka mereka telah 

merubah ajaran mereka dari asal ajaran mereka.24 

Hukum kedua jumhur ulama atau fuqoha mengemukakan  

diperbolehkan bagi seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab baik 

yahudi maupun nasrani, karena dua hal, yang pertama : sebagaimana yang 

dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 : 

لِ  لََّمُِْ لِ  لَكُمِْ و ط ع امُكُمِْ حه  ٱلْكهت َٰبِ  حه
ِۖ و ط ع امُِ ٱلَذهينِ  أوُتوُاِ  لَِ ل كُمُِ ٱلطيَ هب َٰتُِ  ِٱۖلْي  وْمِ  أُحه

 ٱلْكهت َٰبِ  مهن ق  بْلهكُمِْ إهذ آِ
 و ٱلْمُحْص ن َٰتُِ مهنِ  ٱلْمُؤْمهن َٰتهِ و ٱلْمُحْص ن َٰتُِ مهنِ  ٱلَذهينِ  أوُتوُاِ 

يم َٰنهِ ِۗ و م ن ي كْفُرِْ بهٱلْإه انِ  ذهىِٓ أ خْد  ينِ  و لا ِ مُتَخه فهحه نهينِ  غ يِْ  مُس َٰ تُمُوهُنَِ أجُُور هُنَِ مُحْصه  ء ات  ي ْ

رهينِ  ر ةهِ مهنِ  ٱلْ َٰسه لُهُۥ و هُوِ  فهِ ٱلْء اخه  ف  ق دِْ ح بهطِ  ع م 

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 

orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu 

halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang 

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 

Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka 

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak 

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah 

beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”25 

 
24 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, 100 
25 Al-Qur’an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Maidah [5]:5. 
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Surah tersebut merupakan nash yang shorih dan muhkam dalam 

menjelaskan dalil di perbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab, ayat ini 

merupakan salah satu ayat yang terakhir di turunkan. Kedua : karena para 

sahabat kecuali abdullah ibn umar telah bersepakat bahwasannya 

menikahi wanita ahlul kitab hukumnya diperbolehkan, dan diantara 

sahabat juga ada yang menikahi wanita ahli kitab seperti tolhah ibn 

ubaidillah.26 

Adapun alasan syariat membedakan antara watsaniyah dan 

kitabiyah, karena orang-orang watsaniyah dari awal kemunculan nya 

tidak bertemu dan tidak ada kesamaan dengan seorang muslim secara 

global. Bahkan agama mereka sangat bertentangan dengan agama seorang 

muslim. jika seorang muslim menikah dengan watsaniyah dan memilih  

berkompromi dengan mereka maka akan lemah agamanya dan rusak 

keturunannya, dan tidak ada kehidupan rumah tangga yang baik.27 

Sedangkan hukum wanita muslimah menikah dengan selain muslim 

menrut para ahli fiqih berpendapat bahwasannya haram(tidak boleh) baik 

itu dengan musyrikah atau ahlul kitab, keharaman tersebut sesuai dengan 

dalil nash Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’, adapun dalil Al-Qur’an adalah : 

 ع دُو هى و ع دُوكَُمِْ أ وْلهي آءِ  تُ لْقُونِ  إهل يْههم بهٱلْم و دَةهِ و ق دِْ ك ف رُواِ 
ذُواِ   ي َِٰٓأ ي ُّه ا ٱلَذهينِ  ء ام نُواِ  لا ِ ت  تَخه

 بهٱللّهَِ ر ب هكُمِْ إهنِ كُنتُمِْ خ ر جْتُمِْ
نُواِ  ِۙ أ نِ تُ ؤْمه  بمه ا ج آء كُم م هنِ  ٱلحْ ق هِ يُُْرهجُونِ  ٱلرَسُولِ  و إهيَاكُمِْ

 
26 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah,100 
27 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah,101 
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تُمِْ و م آِ أ عْل نتُمِْ  أ عْل مُِ بمه آِ أ خْف ي ْ
اِ
رُّونِ  إهل يْههم بهٱلْم و دَةهِ و أ نّ  ِۚ تُسه دًا فهِ س بهيلهى و ٱبتْهغ آءِ  م رْض اتهى ه َٰ  ِجۚه

 و م ن ي  فْع لْهُِ مهنكُمِْ ف  ق دِْ ض لَِ س و اءِٓ  ٱلسَبهيلهِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku 

dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada 

mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal 

sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang 

kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu 

beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk 

berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat 

demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita 

Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih 

mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. 

Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya 

dia telah tersesat dari jalan yang lurus”28 

Para ahli fiqih telah menetapkan hukum berdasarkan qoidah ini, 

bahwasannya dalam permasalahan ini tidak sah pernikahan wanita 

muslimah dengan selain muslim, jika seorang istri masuk Islam dan 

suaminya tetap di agama aslinya serta menolak Islam maka tidak bisa 

dilaksanakan suatu pernikahan, karena tidak adanya suatu sebab yang 

menyebabkan keharaman adalah syarat diperbolehkannya menikah.29 

 

 

 

 

 

 
28 Al-Qur’an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Mumtahanah [60]:1. 
29 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah,102 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris, proses pengumpulan 

data melalui kajian empiris melibatkan pengamatan serta pemeriksaan objek 

secara langsung melalui wawancara dari narasumber yang diharapkan 

nantinya akan diperoleh data akurat.30 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara dengan lapisan mayrakat di Desa Balun mulai dari 

tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, dan juga masyarakat setempat di Desa 

Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

pendekatan ini datanya diperoleh dengan bentuk kata, gambar, tidak 

berbentuk angka.31 Peneliti memilih pendekatan ini karena dapat 

menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. 

Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk mendeskripsikan serta 

menganalisis perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah. 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Balun lebih tepatnya di Kecamatan 

Turi Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan luas desa sekitar 

 
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 32. 
31 Nur Solikin. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-1, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara 

Media, 2021). Hal.68 
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621.103 hektar. Dengan jumlah penduduk sekitar 4.664 orang dengan tiga 

keyakinan yang berbeda-beda yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Hindu. 

Alasan peneliti memilih desa ini sebagai tempat penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1) Desa ini terkenal dengan sebutan Desa pancasila karena di desa 

ini ada 3 agama yang bisa hidup damai, bahkan rumah ibadahnya 

pun bisa sangat berdekatan. 

2) Masyarakat Desa Balun atau Desa Pancasila dikenal dengan 

masyarakat yang tingkat toleransinya sangat tinggi sehingga 

adanya pernikahan beda agama di desa tersebut tidak menjadi 

permasalahan. Desa ini juga terkenal dengan istilah keluarga 

multikultural, yaitu satu rumah yang berisikan anggota keluarga 

beda agama atau kasus keluarga beda agama cukup banyak 

ditemui. 

3) Adanya keterbukaan masyarakat Desa Balun, khususnya para 

informan yakni Tokoh masyarakat, dan Tokoh Lintas Agama 

yang ada di Desa Balun Kecaatan Turi Kabupaten Lamongan, 

sehingga hal ini sangat membantu dalam melakukan penelitian. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang 

berhubungan dengan topik permasalahan yang akan dibahas, data ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berwenang 
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memberikan informasi terhadap topik ini.32 Dalam penelitian ini peneliti 

memilih : 

a) Perangkat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan. 

b) Tokoh Lintas Agama Desa Balun Kecamata Turi Kabupaten 

Lamongan. 

c) Masyarakat Pelaku Perkawinan Beda Agama atau Keluarga 

Multikultural di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupeten 

Lamongan. 

Tabel 1.2 Daftar Nama Informan 

No Subyek Keterangan 

1 Khusyairi Kepala Desa 

2 Bapak Titis Sutarno 

M.Pd 

Tokoh Agama Islam 

3 Mangku Tadi Tokoh Agama Hindu 

4 Drs. Sutrisno Ketua Majelis GKJW 

Balun 

5 Bapak R dan Ibu K 

(nama disamarkan) 

Masyarakat Desa Balun 

Pelaku Pekawinan Beda 

Agama / anggota 

keluarga multikultural  

6 Ibu T dan Bapak K 

(nama disamarkan) 

Masyarakat Pelaku 

Perkawinan Beda 

Agama / anggota 

keluarga multikultural 

7  Ibu W dan Bapak T  

(nama disamarkan) 

Masyarakat Pelaku 

Perkawinan Beda 

Agama / anggota 

keluarga multikultural 

 
32 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167- 

168. 
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8 Bapak S dan Ibu M 

(nama disamarkan) 

Masyarakat Desa Balun 

Pelaku Pekawinan Beda 

Agama / anggota 

keluarga multikultural  

9  Ibu E dan Bapak N 

(nama disamarkan) 

Masyarakat Pelaku 

Perkawinan Beda 

Agama / anggota 

keluarga multikultural 

 

2. Data Sekunder 

Sumber data ini merupakan data tambahan yang digunakan untuk 

melengkapi serta mendukung topik penelitian yang melibatkan informasi 

primer dari berbagai sumber berkaitan dengan topik yang sama, data ini 

diperoleh dengan menganalisis literatur publikasi ilmiah, buku, undang-

undang, jurnal, dan karya-karya sebelunya.33 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa data sekunder diantaranya : 

a) Skripsi yang berjudul “Pemikiran Siti Musdah Mulia 

Tentang Pernikahan Beda Agama” 

b) Jurnal yang berjudul “ Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan 

Beda Agama di Indonesia” 

c) Kitab yang berjudul “Al Ahwal Asy Syakhsiyah” karya 

Muhammad Abu Zahrah. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan penelitian ini ada dengan metode wawancara. 

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk 

 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2015), 12. 
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mengkaji secara lisan data penelitian dan sumber informasi yang berkaitan 

dengan penelitian.34 Dalam hal ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan 

sebanyak-banyaknya hingga mendapatkan data yang diinginkan terkait 

perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul kemudian peneliti menganalisis untuk 

mendapat data yang valid dan akurat. proses pengolahan data dilakukan 

terdiri dari lima tahapan, diantaranya : 

1. Pemeriksaan Data 

Pada tahap ini, peneliti memilih dan mengisolasi data yang 

tampaknya tidak relevan dengan argumen utama.35 Pemeriksaan data 

diterapkan pada hasil wawancara dengan masyarakat Desa Balun 

Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan  yang memberikan informasi 

tentang perkawinan beda agama disana. Tujuan pemeriksaan data ini 

adalah untuk memperbaiki kalimat yang tidak cocok dan menambah 

atau menghapus kata tambahan agar lebih relevan.36 

2. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan proses mengkategorikan data yang 

diperoleh dengan model tertentu.37 Data dikategorikan menggunakan 

tipologi respons, yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan 

 
34 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70. 
35 Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 169. 
36 Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4 
37 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 104. 
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berisi informasi penting yang diperlukan peneliti untuk terlibat dalam 

diskusi. 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data merupakan validasi data yang melibatkan 

pembuktian keakuratan data dengan cara memeriksanya kembali.38 

Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi pada hasil wawancara 

dengan narasumber di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten 

Lamongan yang memberi informasi terkait perkawinan beda agama. 

Triangulasi adalah beberapa metode yang digunakan oleh peneliti saat 

mengumpulkan dan menganalisis data.39 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pemikiran Muhammad 

Abu Zahrah terhadap perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan 

fakta-fakta yang yang ditemui dari hasil wawancara, dari hasil analisis 

tersebut akan ditemukan pendapat atau pemikiran baru. 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir pada proses 

pengolahan data penelitian. Pada tahap ini peneliti mengambil jawaban 

analisis yang didapatkan dari data yang terkumpul hasil wawancara, 

hasil dari kesimpulan ini akan menghasilkan jawaban dari rumusan 

masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  

 
38 Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar 

Baru Argasindo, 2002), 84. 
39 Mudjia Rahardjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” uin-malang.ac.id, diakses 17 

September 2023, https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-

penelitiankualitatif.html. 

https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html
https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html
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BAB IV 

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF 

PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH 

A. Gambaran Umum 

1. Biografi Muhammad Abu Zahrah 

Imam Muhammad Abu Zarah, yang bernama lengkap 

Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abu Zarah dan  

kemudian  dikenal sebagai Imam Abu Zarah, adalah salah satu dari 

ulama yang sangat berpengaruh pada masanya. Beliau berkepribadian 

kuat, berwawasan atau berpengetahuan luas,serta memiliki sikap tegas 

dan berani. 

Beliau lahir pada tanggal 6 Dzulqa’dah tahun 1315, yang 

bertepatan dengan tanggal 29 November 1898 di desa al-Mahara al-

Kubra di Mesir  barat. Sejarah pendidikannya dimulai dari keluarganya 

sangat religius dan sangat menghargai ilmu. Oleh karena itu, Abu Zarah 

dikirim ke salah satu dari taman pendidikan untuk belajar membaca dan 

menulis serta menghafal Al-Qur’an.40 

Beliau kemudian belajar selama tiga tahun di Madrasah Al-

Ahmadi di kota Tanta, sebelum melanjutkan studi di Sekolah Hukum 

Syariah pada tahun  1916. Setelah menghabiskan delapan tahun di 

sekolah ini dan berhasil memperoleh gelar di bidang kehakiman syariah 

tahun 1924, setelah itu beliau masuk Universitas Darul Ulum dan  

 
40 Muhammad Badrun, “Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir,” At-Ta’dib 6, no. 1 

(25 Juni 2011), https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.548. 
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menerima ijazah diploma pada tahun 1927. Setelah itu, beliau aktif  

mengajar di beberapa sekolah sampai akhirnya pada tahun 1933  

diangkat menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. 

Di sini, Abu Zarah mengembangkan keterampilan ilmiah dan 

intelektualnya; beliau menulis beberapa karya diantaranya Al-Kitabah, 

Tarikhu al-Jadal, Muhadharat fi al–Nasraniya dan Tarikhu al Dinayat 

al Qadimah. 

Karena kepandaianya mengajar khususnya di bidang retorika, 

beliau dipilih oleh fakultas syariah untuk mengajarkan mata kuliah 

Syari’ah Islam hingga akhirnya terpilih menjadi Dekan dan  pensiun 

pada tahun 1958. Namun terus mengajar hingga tahun 1964, dua tahun 

sebelum beliau benar-benar berhenti mengajar, tepatnya  tahun 1962, 

beliau terpilih menjadi anggota lembaga penelitian Islam (Majma'ul 

Buhuth al Islamyah) yang berpusat di Kairo.41 

Ada dua karakteristik yang melekat pada diri Muhammad Abu 

Zahrah sepanjang masa sekolahnya. Pertama adalah kekagumannya 

terhadap pemikiran independen, yang membuat beberapa orang 

menggambarkannya sebagai "anak yang keras kepala", sedangkan yang 

kedua adalah karena dia sangat tidak menyukai otoritas di semua 

tingkatan. Kualitas-kualitas ini tercermin dalam kehidupan dewasanya 

sebagai keberanian pribadi untuk mempertahankan apa yang ia yakini 

benar dalam menghadapi tentangan yang kuat.42 

 
41 Badrun, Mengenal Abu Zahrah, 84 
42 Adil Salahi, “Ulama Yang Terkenal: Muhammad Abu Zahrah,” Arab News, 14 November 2001, 

https://www.arabnews.com/node/216148. 
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Meskipun beliau menghabiskan banyak waktunya untuk 

mengajar dan mengajar, memberi ceramah di mimbar dan forum 

seminar, serta mengungkapkan isi pemikirannya dalam tulisan-

tulisannya, perlu diingat pula bahwa beliau adalah seorang aktivis juga. 

Muhammad Abu Zahrah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari 

Jumat pertama  bulan Rabi’al-Tsani 1395 M yang bertepatan pada 12 

April 1974 M. Selama beliau hidup setidaknya ada 40 lebih karya 

tulisnya diantaranya adalah : 

1) Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd 

2) Kitab al-Ahwal al-Shakhsiyyah 

3) Kitab al-Wasiyyah (Sharh Qanun alWasiyyah) 

4)  Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarits 

5) Usul al-Fiqh 

6) Muhadarat fi al-Waqf  

7) Al-Jarimah fi al-Fiqh al-Islami 

8) Al-Mirats ‘inda al-Ja‘fariyyah 

9) Usul al-Fiqh al-Ja‘fari 

10) Al-Zawaj wa Atsaruh: Dirasah Muqaranah bayna al-

Mazahib alFiqhiyyah wa al-Qawanin al- ‘Arabiyyah 

11) Al-Waqf fi Madih wa Hadirih 

12)  Al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami 

13) Masadir al-Fiqh al-Islami min al-Nusus 

14)  Al-‘Alaqah al-Dawliyah fi al-Islam 

15) Al-Takaful al-Ijtima‘i fi al-Islam 
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16) Al-Imam Zayd: Hayatuh wa Fiqhuh 

17) Al-Imam al-Sadiq: Hayatuh wa Fiqhuh 

18) Al-Imam Abu Hanifah: Hayatuh wa Fiqhuh 

19) Al-Imam Malik: Hayatuh wa Fiqhuh 

20) Al-Imam al-Shafi‘: Hayatuh wa Fiqhuh 

21) Al-Imam Ahmad ibn Hanbal: Hayatuh wa Fiqhuh 

22) Al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi: Hayatuh wa Fiqhuh 

23) Al-Imam Ibn Taymiyyah: Hayatuh wa Atharuh 

24) Tarikh al-Mazahib al-I‘tiqadiyyah wa al-Siyasiyyah 

25) Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah 

26) Al-Khitabah 

27) Tarikh al-Jadal 

28) Tarikh al-Diyanat al-Qadimah 

29) Muhadarat fi al-Nasraniyyah 

30) Al-Mu‘jizah al-Kubra: al-Qur’an alKarim 

31) Khatam al-Nabiyyin 

32) Muqaranat al-Adyan 

33) Al-Wihdah al-Islamiyyah 

34) Tanzim al-Usrah wa Tanzim al-Nasl 

35) Tanzim al-Islam li al-Mujtama‘ 

36)  Fann al-Mujtama‘ al-Islami 

37) Al-Wilayah ‘ala al-Nafs 

38) Al-Da‘wah ila al-Islam 

39) Rasa’il: Nazariyyah al-Harb fi al-Islam 
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40) Shari‘ah al-Qur’an Dalil ‘ala Annahu min ‘Indillah 

41) Al-Milkiyyah bi al-Khilafah bayna alShari‘ah wa al-Qanun 

al-Rumani. 

42) Muhadharat fi al Nasraniyyah, Penerbit Dar el Ulum Press, 

1942. 
43 

2. Desa Pancasila 

a. Sejarah Desa Balun 

Desa Balun adalah salah satu desa di kabupaten Lamongan 

yang terkenal dengan keunikan serta toleransi yang sangat tinggi. 

Desa Balun juga menjadi salah satu desa peyebaran Islam oleh santri 

atau murid dari walisongo. Nama “Mbah Alun” menjadi asal 

terbentuknya kata “Balun”, beliau merupakan tokoh yang memiliki 

peran penting dalam sejarah terbentuknya Desa Balun. Mbah Alun 

dilahirkan pada tahun 1574 di Lumajang, Mbah Alun juga dikenal 

sebagai Sunan Tawang Alun I dan kemudian wafat pada tahun 1654 

di usia 80 Tahun sebagai Waliyullah.44 

Mbah Alun merupakan keturunan dari Minak Lumpat yang 

juga keturunan dari Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). 

Beliau merupakan anak asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen) dalam 

belajar mengaji. Setelah beliau belajar mengaji dengan Sunan 

 
43 Syahrullah Syahrullah, “NUANSA FIQHIYAH DALAM ZAHRAH AL-TAFASIR KARYA 

MUHAMMAD ABU ZAHRAH,” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir 1, no. 2 (30 

Desember 2016): 131–38, https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1597. 
44 Profil Desa Balun, dari https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-

balun diakses pada tanggal 28 September 2023 

https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun
https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun
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Prapen beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama 

Islam kemudian beliau diangkat menjadi Raja Blambangan. 

Beliau menjabat menjadi raja blambangan pada tahun 1633 M 

sampai dengan 1639 M. Saat beliau menjabat menjadi Raja 

Blambangan, kerajaan yang beliau pimpin mendapat serangan dari 

Kerajaan Mataram dan Belanda hingga pada akhirnya runtuh. Saat 

terjadi penyerangan tersebut Mbah Alun sebagai Raja Blambangan 

menyelematakan dirinya dengan mencari perlindungan dari anaknya 

Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong). 

Kemudian Sunan Brondong memberikan tempat di desa kuno 

yang bernama Desa Candipari yang saat ini menjadi Desa Balun 

sebagai tempat persembunyian. Di desa ini Mbah Alun mulai 

menyebarkan agama Islam lagi serta mengajar ngaji. Beliau 

menguasai ilmu di bidang Fiqih, Tafsir, Syari’at, Tasawuf dan Ilmu 

Laduni. Beliau mengabdikan dirinya untuk menyiarkan agama Islam 

sampai wafat di umur 80 tahun kini desa tempat mbah Alun 

dimakamkan berubah nama menjadi Desa Balun, Kecamatan Turi. 

Pada tahun 1967 tepatnya setelah kejadian G 30S PKI, Agama 

Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Desa Balun.  

Namun hal itu tidak membawa dampak apapun pada 

masyarakat sebelumnya, justru hal itu menjadi salah satu keunikan 

dari Desa Balun sampai sekarang. Sebab toleransi yang sangat tinggi 
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antar umat beragama membuat Desa Balun mendapatkan julukan 

sebagai Desa Pancasila. 45 

b. Sejarah Masuknya Agama Kristen dan Hindu di Desa Balun 

Sejarah masuknya agama Kristen dan Agama Hindu sejak 

pasca terjadinya G 30S PKI pada tahun 1967, bermula dari 

pembersihan oknum yang teribat dalam G 30S PKI termasuk salah 

satunya adalah pamong desa beserta perangkatnya yang di duga 

menjadi salah satu oknum PKI.  

Akibat pembersihan tersebut sempat terjadi kekosongan 

kepala desa dan perangkatnya, sampai pada akhirnya diangkatlah 

seseorang bernama Batih salah satu pejabat sementara Desa Balun 

yang memeluk agama kristen. 

Saat beliau menjabat sebagai kepala desa, beliau membantu 

warga Desa Balun yang mengalami sakit dan berawal dari kejadian 

tersebut agama kristen mulai mendapat penganut. Kemudian Pak 

Batih mengajak teman serta salah satu pendeta untuk membaptis 

penganut baru. Keterbukaan masyarakat sekitar serta toleransi yang 

tinggi tidak menimbulkan kegaduhan ketika agama kristen masuk 

dan berkembang di Desa Balun. Penyebaran agama kristen di desa 

tersebut juga tidak melalui pengancaman maupun pemaksaan.46 

Pada tahun yang sama agama Hindu pun mulai masuk serta 

berkembang di Desa Balun. Bermula dari datangnya salah satu 

pemeluk agama Hindu dari desa sebelah yang bernama Tahardono 

 
45 Profil Desa Balun 
46  Profil Desa Balun 
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Sasmito. Saat itu agama Hindu di Desa Balun masih bernama Budha 

Jawa Whisnu namun keyakinan tersebut dibubarkan pemerintah 

dengan alasan pemerintah masih mengakui hanya ada dua agama, 

yaitu Islam dan kristen.  

Tahun 1969 penganut Budha Jawa Whisnu berkumpul dan 

mendapat perlindungan dari Hindu Kawishon Surabaya namun tidak 

lama tahun 1970 di bekukan kembali oleh pemerintah. Sama halnya 

dengan agama Kristen, masuknya agama Hindu tidak menimbulkan 

gejolak pada masyarakat sekitar. Serta penyebaran agama Hindu ini 

juga tidak melalui paksaan ataupun ancaman.47 

Pada masa perkembangan dua agama pendatang tersebut, 

kegiatan peribadatan dilakukan di rumah pemuka agama, sampai 

pada akhirnya jumlah pemeluk kian bertambah mereka mulai 

membangun tempat ibadah dimulai dari sederhana hingga sekarang 

berdiri Gereja dan Pura yang sangat bagus.  

Keanekaragaman Desa Balun mulai dari keberagaman agama, 

tempat peribadatan setiap agama saling berjejer, membuat desa ini 

memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat Lamongan. 

Sejak masuknya agama Kristen dan Hindu di desa balun sampai 

sekarang belum ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan 

keyakinan. 48 

 

 
47 Profil Desa Balun 
48 Profil Desa Balun 
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B. Paparan dan Analisis Data 

1. Pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama 

Sesuai dengan yang data yang didapatkan, peneliti 

menemukan beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi di 

Desa Balun sejak awal masuknya agama Kristen dan hindu di desa 

tersebut. Perkawinan beda agama yang terjadi Desa Balun tidak menjadi 

suatu persoalan untuk masyarakat sekitar sebab menurut masyarakat 

Desa Balun hal itu adalah hak individu untuk menentukan pasangan 

beserta keyakinannya. Hal ini dijelaskan oleh informan bapak H. 

Khusyairi selaku kepala desa balun, sebagai berikut : 

Ya betul di Desa balun ini memang ada beberapa yang melakukan 

perkawinan beda agama, perkawinan itu sudah ada sejak lama 

sejak dua agama lainnya masuk di Desa ini, itu sekitar tahun 60 

sampai 70 an lah mbak.49 

 

Dipertegas kembali keterangan dari informan tokoh pemuka 

agama kristen, bapak Sutrisno sebagai berikut :  

mengenai perkawinan beda agama sendiri setau saya sudah 

terjadi sekitar tahun 70 an, jadi semisal yang satu kristen yang 

satu Islam atau sebaliknya yang satu Islam yang satu kristen, 

antara kristen dengan hindu juga ada, awal munculnya dulu ya 

waktu masa peyebaran agama jadi cukup banyak ditemukan 

pasangan beda agama.50 

 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh tokoh pemuka 

agama Islam, yaitu bapak Titis sebagai berikut : 

Kalau dulu mbak perkawinan beda agama itu pernah terjadi, ada 

beberapa warga Desa Balun yang memang menikah beda agama. 

 
49 Khusayri, Wawancara, (Balun, 30 Oktober 2024) 
50 Wawancara, Sutrisno, (Balun 30 Januari 2024) 
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kalau melihat faktor kondisi sosial di Desa Balun sendiri ini 

memang saya akui sangat berpeluang besar tejadi perkawinan 

beda agama dan hal ini sudah lama terjadi.51 

 

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada gambaran umum 

Desa Pancasila, pada dasarnya Desa Balun atau yang dikenal sebagai 

Desa Pancasila memiliki keberagamaan pada konteks agama. Namun 

dalam sejarah dari dulu sampai sekarang belum pernah ditemukan 

adanya persoalan antar agama di desa tersebut. sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Bapak Khusyairi yang lahir Desa Balun dan sedikit 

banyak mengetahui tentang sejarah di Desa Balun. Berikut hasil 

wawancara yang dapat digunakan sebagai pemahaman : 

Tapi selama saya hidup di desa ini mbak saya belum pernah 

menemukan adaya konflik antar umat beragama, karena memang 

di desa ini tingkat toleransinya sangat tinggi. Masyarakat 

berpegang teguh bahwa urusan agama itu ya urusan pribadi yang 

tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Begitupun dalam kehidupan 

sehari-hari mereka ya tidak pernah menyinggung soal agama, ya 

seperti menghargai aja satu sama lain kalau misal ada 

masyarakat dari satu agama kesusahan yang dari masyarakat 

agama lain ikut membantu sebisanya. Jadi gak pernah ada yang 

namanya perang dingin, salin olok-mengolok untuk meninggikan 

agamanya masing-masing dan itu menjadi salah satu kelebihan di 

desa kami.52 

Dari hasil pemaparan wawancara dengan Bapak Khusyairi dapat 

disimpulkan bahwasanya perbedaan agama bukan menjadi suatu 

penghalang untuk hidup berdampingan di Desa Balun. Sebab persoalan 

agama merupakan suatu hal yang menjadi urusan setiap individu di desa 

 
51 Wawancara, Titis (Balun 31 Januari 2024) 
52 Wawancara, Khusyairi (Balun 30 Januari 2024) 
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tersebut yang tidak dapat disamaratakan dan tidak unsur paksaan dalam 

beragama, Hal ini pun sesuai dengan Qs. Al-Baqarah ayat 256 :  

ِۚ ف م ن ي كْفُرِْ بهٱلطََٰغُوتهِ و يُ ؤْمهنِ  بهٱللّهَِ ِۖ ق دِ تَ ب يَنِ  ٱلرُّشْدُِ مهنِ  ٱلْغ ى هِ آِ إهكْر اهِ  فهِ ٱلد هينهِ  لِ 

ِۗ و ٱللَُِّ سَ هيعرِ ع لهيمرِ  ف  ق دهِ ٱسْت مْس كِ  بهٱلْعُرْو ةهِ ٱلْوُثْ ق ىَِٰ لا ِ ٱنفهص امِ  لَّ  ا

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.”53 

Selain itu dapat dipahami pula bahwasanya agama tidak menjadi 

sekat untuk bersosialisasi antar warga di Desa Balun. Hal ini menjadi 

salah satu bukti faktor yang mendorong terjadinya perkawinan beda 

agama di Desa Balun. Seperti yang dipaparkan oleh tokoh pemuka 

agama Hindu, Mangku Tadi sebagai berikut : 

Apa ya mbak salah satu faktor yang mendorong kuat mereka 

melakukan perkawinan beda agama saya rasa ya karena interaksi 

sosial di desa ini kan tidak ada sekat atau tidak terbatas. Membuat 

mereka ini biasa untuk bertemu sapa layaknya umat seagama dan 

itu kan intens. Seperti yang biasa kita dengar dari mata turunya 

ke hati, kalau lama-lama saling ngobrol terus sama-sama ngerasa 

cocok akhirnya saling suka ya bisa saja mendorong mereka 

menikah beda agama.54 

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa intensitas 

bersosialisasi antar umat beragama di Desa Pancasila menjadi faktor 

yang mendorong kuat terjadinya perkawinan beda agama, hal ini juga di 

dukung oleh penjelasan hasil wawancara dengan pelaku perkawinan 

 
53 Al-Qur’an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Baqarah [2]:256. 
54 Wawancara, Tadi (Balun, 31 Januari 2024) 
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beda agama berinisial R yang beragama kristen dengan K yang 

beragama Islam, sebagai berikut : 

Dulu cerita awal saya bisa nikah sama istri saya itu ya karena 

sering ketemu mbak, dia ini teman main saya di desa ini, teman 

sekolah juga, ya namanya sering ketemu sering ngobrol cerita-

cerita kok saya rasa saya ini cocok sama istri saya awalnya ya 

berat mbak soalnya saya tau dia ini keyakinannya beda sama saya 

dan saya juga takut kalau nanti keluarga saya atau keluarga dia 

ini menentang.55 

Selain intensitas komunikasi antar sesama, faktor lain yang 

mendorong terjadinya perkawinan beda agama di Desa tersebut adalah 

adanya rasa saling mengasihi dan cinta diantara kedua pasangan. Cinta 

merupakan sebuah fitrah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia dan 

cinta tidak bisa melihat latar belakang orang yang dicintai. Maka dari 

itu sudah tidak asing lagi apabila ditemukan banyak pasangan yang 

berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, segi fisik, segi 

pendidikan bahkan segi agamanya. Hal ini juga sejalan dengan 

pemaparan salah satu pelaku perkawinan beda agama berinisial W yang 

beragama kristen dan T yang beragama hindu di Desa Balun : 

Nggih kulo nikah kaliyan bojo kulo nggih soale podo senenge 

mbak, sebenere yo gak pingin nikah karo seng bedo agama tapi 

jenenge wong seneng iki lak gaono sing ngerti mbak. Tak delok 

bojoku iki wonge yo njawani karo wong tuo, gati karo aku, aku 

mikir lek aku nikah karo bojoku koyoke uripku bakal enak. Dadi 

yowes tak lakoni masio aku ngerti aku mbe bojoku bedo agomo.56 

Terjemahan : 

Ya saya menikah dengan suami saya karena sama-sama suka 

mbak, sebenarnya saya juga tidak ingin menikah dengan yang 

 
55 Wawancara, R K (Balun 30 Januari 2024) 
56 Wawancara, W T (Balun 31 Januari 2024) 
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beda agama, tapi namanya orang suka kan tidak ada yang tau. 

Tak lihat suamiku ini orangnya baik dengan orang tua, sayang 

sama saya, saya pikir kalau saya menikah dengan dia hidupku 

akan enak. Jadi yasudah tak lakukan meskipun saya tau, saya 

berbeda agama dengan suami saya. 

 

Apabila dianalisis antara faktor pertama dengan faktor kedua ini 

sangat berkaitan. Dua faktor tersebut menggambarkan kebenaran suatu 

peribahasa Witing tresno jalaran soko kulino (Cinta yang datang atau 

tumbuh karena terbiasa). Jika dapat disimpulkan dari kedua pemaparan 

pelaku perkawinan beda agama adanya komunikasi yang intens dapat 

memantik rasa cinta dan sayang diantara masyarakat desa tersebut.  

Faktor ketiga yang dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara 

dengan pelaku perkawinan  beda agama di Desa Pancasila ialah, 

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum agama maupun 

hukum negara. Kesimpulan peneliti ini didukung oleh pernyataan 

informan T yang beragama hindu dengan K yang beragama Islam dan 

S yang beragama kristen dengan M yang beragama hindu sebagai 

berikut : 

...setau saya waktu itu ga dilarang ya saya pikir boleh-boleh saja 

mbak, keluarga tidak mempermasalahkan kalo saya harus 

pindah agama yang penting saya dalam rumah tangga bisa 

melakukan kewajiban saya ya sudah.57 

 

Sementara pengakuan informan S dan M sebagai berikut : 

Dulu waktu saya nikah belum ada larangan kawin beda agama 

mbak, lah saya menikah saja tahun 60 an, jadi nikah ya tinggal 

nikah dan warga disini juga gak mempermasalahkan tentang hal 

ini.58 

 
57 Wawancara, T K (Balun 31 Januari 2024) 
58 Wawancara, S M (Balun 31 Januari 2024) 
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Dari beberapa pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya 

pemahaman masyarakat terhadap hukum agama dan hukum negara 

sangat kurang.  Dalam Islam sendiri di Indonesia mengenai 

perkawinan beda agama telah diatur dengan keluarnya Fatwa MUI 

Nomor : 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang menetapkan bahwasanya 

perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah meskipun laki-

laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Begitupun dengan ajaran 

agama kristen bahwa pernikahan yang sah menurut agama kristen 

adalah perkawinan sesama umat kristen. Sedangkan dalam agama 

hindu sendiri perkawinan beda agama akan dianggap lebih banyak 

membawa dampak kurang baik dalam berumah tangga dan hendaknya 

untuk di hindari. 

Faktor yang keempat adalah Marriage by Accident, namun dari 

wawancara yang dilakukan dengan informan tidak ditemukan atau 

belum ada yang mengakui bahwa perkawinan yang mereka lakukan ini 

disebabkan oleh MbA. Menurut peneliti hal tersebut wajar sebab MbA 

merupakan suatu aib seseorang yang tidak bisa diceritakan. Hal ini 

seperti yang dipaparkan oleh tokoh agama hindu, Mangku Tadi sebagai 

berikut : 

Sebenarnya banyak faktor yang menjadi alasan mereka kawin 

beda agama, salah satunya ya karena kecelakaan, lah kalau 

sudah begitu kan tidak mungkin kalau tidak dinikahkan nanti 

kasihan anaknya.59 

 
59 Wawancara, Mangku Tadi (Balun, 31 Januari 2024) 
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Selain menjadi salah satu faktor perkawinan beda agama MbA 

juga merupakan salah satu faktor maraknya perkawinan usia dini di 

Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang 

berpeluang untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan yang 

tidak sesuai dengan umur, sehingga semakin mudah untuk bergaul 

secara bebas tanpa ada batasan. Peran orang tua dalam hal ini sangatlah 

penting untuk selalu mengawasi lingkungan pergaulan pada anak-

anaknya. 

Perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Desa Balun ini 

tidak begitu berdampak negatif, dampaknya hanya pada pilihan agama 

anak namun itupun akan kembali pada sang anak, agama apakah yang 

akan dipilih. Namun pada umumnya saat anak masih kecil ia akan 

cenderung lebih mengikuti agama sang ibu. Hal ini juga dipaparkan 

oleh tokoh pemuka agama Islam, Bapak Titis selaku tokoh agama 

Islam sebagai berikut : 

Kalau dilihat dari kejadian yang ada ya mbak, dampaknya ini 

lebih ke pemilihan agama anak itupun tidak begitu bermasalah. 

Biasanya kalau masih kecil itu agama anak akan ikut ibu misal 

ibunya Islam ya anaknya akan Islam tapi ketika dia besar itu 

menjadi kembali ke pilihannya. Kalau soal ekonomi ya rata-rata 

gak ada yang bermasalah.60 

Meskipun pemilihan agama sang anak tidak begitu bermasalah 

pada lingkungan perkawinan beda agama, tetap saja tidak akan ada 

keseimbangan dalam mendidik sebab berbeda latar belakang ajaran 

agamanya pun akan berbeda cara pola mendidiknya. Menurut  hasil 

 
60 Wawancara, Titis (Balun, 31 Januari 2024) 
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wawancara yang peneliti dapatkan, menunjukan bahwasanya cara 

perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah dengan 

perpindahan agama. Ada dua cara yang dapat dilakukan yang pertama, 

perpindahan agama secara paten dan perpindahan agama sementara.  

Perpindahan agama tersebut adalah salah satu jalan yang 

digunakan oleh pasangan perkawinan beda agama untuk mendapatkan 

legal standing atau keabsahan negara. Hal ini seperti yang dipaparkan 

oleh penjelasan informan pelaku perkawinan beda agama R yang 

beragama Kristen dengan K yang beragama Islam yang melakukan 

perpindahan agama secara paten, sebagai berikut : 

Dulu saya ini kristen mbak, lahirnya di Desa Balun juga, 

Besarnya juga di Desa Balun. Keluarga saya semuanya kristen, 

singkat ceritanya waktu saya kerja saya ini bertemu sama istri 

saya yang latar belakangnya dari agama Islam. Setelah kita 

dekat yang namanya orang dekat ya ujungnya pasti pengen 

menikah membentuk keluarga, tapi saya juga sadar kalau kita 

terhalang sama keyakinan dan waktu itu saya menikah biar tidak 

ribet bisa di catatkan ke negara ya kita menikahnya harus satu 

agama, akhirnya saya pindah ke Islam mbak. Sebenarnya 

pertimbangan saya masuk Islam ini ya karena saya pernah 

sedikit-sedikit belajar tentang Islam dan kok merasa cocok, 

ketambahan lagi ketemu istri saya yang dari agama Islam 

akhirnya saya pilih untuk saya saja yang masuk agama Islam. Ya 

alhamdulillahnya saya bisa terus sampai sekarang padahal 

waktu itu sempat ragu bisa gak ya saya jadi umat muslim yang 

baik.61 

Sedangkan perpindahan agama sementara dilakukan hanya untuk 

mempermudah proses administrasi pencatatan perkawinan saja sesuai 

dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah prosesi 

perkawinan berlangsung maka salah satu dari kedua mempelai akan 

 
61 Wawancara, R K (Balun, 30 Januari 2024) 
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kembali ke agama asalnya. Hal ini dilakukan dengan alasan ketika 

berpindah keyakinan dalam diri orang tersebut belum menemukan 

sebuah kemantapan ataupun kecocokan pada ajaran agama yang baru 

dimasuki. Seperti halnya yang dijelaskan oleh informan W yang 

beragama Kristen dengan T yang beragama hindu: 

Prosesnya saya dulu ini satu agama mbak asalnya saya dari 

agama kristen kemudian suami saya ini orang hindu, akhirnya 

saya ngikut suami kan waktu mau menikah tapi setelah menikah 

dan belajar banyak agama hindu saya kok belum menemukan 

kecocokan, bukan berarti ajarannya tidak bagus juga enggak 

mbak, semua ajaran agama ya pasti bagus tapi gimana ya belum 

ada klik gitu lo akhirnya saya minta izin suami untuk kembali 

lagi dan suami membolehkan jadi yasudah daripada saya 

dipaksa untuk bertahan di agama itu takut lebih banyak hal gak 

baiknya juga kan.62 

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh informan E yang 

beragama Islam dengan N yang beragam kristen, sebagai berikut :  

Saya dulu ikut ajaran bapak (suami) pas nikah, soale ya saya 

manut suami mbak, dengan sedikit pengetahuan saya akhirnya 

saya sempat pindah agama dari Islam ke kristen itu saya lakukan 

dengan kemauan saya sendiri gak dipaksa sama bapak juga 

(suami). Tapi setelah berjalannya waktu ya saya akhirnya 

kembali lagi ke Islam, suami dan keluarga saya pun tidak 

mempermasalahkan itu. 

Perpindahan agama masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan adalah hak individu untuk bebas memilih 

keyakinan dan telah dijamin oleh hukum di Indonesia. Akan tetapi 

menurut peneliti model perkawinan yang ada di desa tersebut menjadi 

masalah yang cukup penting, yang menjadikan masalah ketika 

 
62 Wawancara, W T (Balun, 31 Januari) 
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seseorang melakukan perpindahan agama sementara hanya untuk 

mengesahkan perkawinan saja dan hanya menjadikan agama sebagai 

suatu hal yang tidak begitu penting untuk dipertanggungjawabkan.  

Hal ini pun sejalan dengan keterangan dari tiga tokoh agama yang 

ada di Desa Balun yang memaparkan bahwasanya perpindahan agama 

sementara ini cukup bermasalah, terutama pada hubungan manusia 

dengan Tuhannya. Pada agama Islam sendiri ketika ia memilih untuk 

keluar dari Islam ke agama lain maka dapat di pastikan dia akan disebut 

sebagai murtad, berikut pemaparan dari Tokoh agama Islam bapak 

Titis yang dapat dijadikan pemahaman : 

“saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan konsep 

perpindahan agama sementara untuk perkawinan mbak, sebab 

itu sudah jelas dalam Al-Qur’an kan disebutkan bahwasanya 

orang yang keluar dari Islam disebut murtad dan salah satu dosa 

besar, hal ini juga secara tidak langsung menjadikan agama 

sebagai batu loncatan saja ntuk mengesahkan perkawinan. 

Kalaupun ada yang mau keluar dari agama Islam ketika mau 

menikah, kan mereka akan menghadap ke kami selaku tokoh 

agama, saya yakin setiap tokoh agama disini sudah memberi 

nasihat biar tidak meninggalkan agamannya, namun itu semua 

pun balik lagi ke individu dan prinsip yang dipegang oleh 

masyarakat disini. Maka dari itu kami para tokoh agama disini 

beberapa tahun kebelakang ini sedang gencarnya untuk 

memberikan wawasan kepada masyarakat terkait perkawinan 

beda agama ini.”63 

Sesuai dengan Qs. Ali-Imran ayat 90-91 : 

 إهِنَِ الَذهينِ  ك ف رُوا ب  عْدِ  إهيم انهههمِْ ثمَُِ ازْد ادُوا كُفْراً ل نِْ تُ قْب لِ  ت  وْب  تُ هُمِْ و أوُل ئهكِ  هُمُِ
 الضَالُّونِ  (٩٠ ) إهنَِ الَذهينِ  ك ف رُوا و م اتوُا و هُمِْ كُفَاررِ ف  ل نِْ يُ قْب لِ  مهنِْ أ ح دهههمِْ مهلْءُِ

رهينِ   (٩١ )٩ مُِْ مهنِْ نّ صه مُِْ ع ذ ابرِ أ لهيمرِ و م ا لَّ  بًا و ل وهِ افْ ت د ى بهههِ أوُل ئهكِ  لَّ    الأرْضهِ ذ ه 
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“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian 

bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima 

taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.(90) 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka 

tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari 

seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia 

menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah 

siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh 

penolong.” Qs. Ali Imron (91).64 

Seorang muslim atau muslimah telah memilih agama Islam 

sebagai ajarannya maka konsekuensinya adalah seseorang tersebut 

dilarang untuk keluar dari Islam (riddah). Jika ia melanggar 

konsekuensi tersebut maka ia dianggap sebagai kafir yang tergolong 

berat dan apabila meninggal dalam keadaan dirinya kafir atau murtad 

maka amal baik yang pernah ia lakukan akan terhapus. Sedangkan 

hukum dari seseorang yang telah murtad namun ia bertaubat kembali 

pada ajaran agama Islam, maka hukum dari keIslamannya tetap sah.65 

Akan tetapi menurut beberapa imam madzhab memiliki beberapa 

pendapat terkait seseorang yang murtad lalu bertaubat kembali ke jaran 

agama Islam, imam Syafi’i menjelaskan bahwasanya orang tersebut 

wajib mengqadha sholat dan zakat yang telah ditinggal saat ia menjadi 

kafir. Sedangkan menurut imam Hanafi dan imam Maliki, seseorang 

yang murtad lalu kembali pada agama Islam maka ia tidak wajib 

mengqadha sholat serta zakatnya sebab orang kafir tidak berkewajiban 

untuk menunaikan dua hal tersebut.66 

 
64 Al-Qur’an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Ali Imran [3]:90-91. 
65 Ridho, Kholidah Muhammad, “Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak 

Asasi Manusia), JURNAL JURISPRUDENTIA Vol 1, No,1 (Juli 2021):37-49. 
66 Rohman, Adi Nur, “Riddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” 

JURNAL HUKUM PRIORIS Vol.6, No. 2 (2 September 2017) : 152-

153.https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2441 
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Selain itu Tokoh agama kristen juga memaparkan bahwasanya 

akan ada dampak apabila seseorang itu keluar dari ajaran agama kristen 

lalu dia memilih kembali ke agama kristen, yaitu orang tersebut tidak 

akan bisa mengikuti perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja. 

Karena menurut kepercayaan mereka meskipun orang tersebut telah 

kembali ke ajarannya tetap saja orang tersebut dianggap telah 

mengkhianati Tuhan, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak 

sutrisno selaku tokoh agama kristen yang dapat dijadikan pemahaman  

Saya pribadi sebenarnya juga kurang setuju dengan adanya 

perkawinan beda agama, dahulu sebelum 70 an mungkin 

memang banyak ya mbak yang melakukan perkawinan beda 

agama karena setau saya sendiri belum ada yang mengatur 

secara rinci, tapi perkawinan itu justru menurut saya akan 

menimbulkan dampak yang kurang baik terutama pada anak. 

Mengenai orang yang berpindah agama sementara itu 

sebenarnya juga hak mereka bebas memilih keyakinan apa, tapi 

kalau menurut ajaran agama saya ketika dia ini memutuskan 

untuk keluar dari agama dan balik lagi dia tidak akan bisa lagi 

ikut perjamuan kudus di gereja karena apa ya istilahnya dia ini 

sudah mengkhianati Tuhan.67  

Begitupun dengan ajaran agama hindu yang meyakini apabila 

salah seorang dari umatnya keluar dari agama maka dampaknya ia 

akan terputus dari ikatan leluhur, seseorang tersebut tidak akan lagi 

dapat mendoakan para leluhurnya yang telah meninggal begitupun jika 

ada beberapa upacara yang dilakukan, orang tersebut tidak dapat 

mengikuti jalannya acara itu. Selain itu ajaran agama hindu melarang 

anak laki-laki yang beragama hindu untuk keluar dari agama hindu, 

 
67 Wawancara, Sutrisno (Balun, 30 Januari 2024) 
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sebab menurut mereka apabila seorang tersebut keluar dari agamanya 

maka dianggap sebagai hutang yang harus dibayar. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Mangku Tadi selaku tokoh agama hindu sebagai 

berikut : 

Kalau pendapat saya ya kurang setuju tapi melihat kondisi sosial 

yang seperti ini juga gak menutup kemungkinan bisa terjadi. 

Kenapa saya sendiri tidak setuju karena menurut saya suatu 

rumah tangga yang pondasinya tidak sama ini rawan kurang 

harmonis, terus dampaknya ini juga ke anak. kalau soal 

seseorang yang keluar dari agama kami ini tidak ada dampak 

yang fatal, dampaknya ya cuman terputus ikatan leluhurnya jadi 

dia tidak bisa mendoakan leluhur yang sudah meninggal, tapi 

kalau ikatan keluarga ya tetap mereka akan menjadi bagian 

keluarga kami. Terus nanti dia gak bisa ikut beberapa upacara 

yang  kita lakukan.68 

Adapun penyebab masyarakat Desa Balun ini melakukan 

perpindahan agama baik secara permanen maupun sementara adalah 

untuk menyelesaikan administrasi kependudukan. Rendahnya 

pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan 

beda agama melalui pengadilan membuat masyarakat Desa Balun ini 

lebih memilih langkah melalui tunduk pada aturan agama yang ada di 

desa agar tidak semakin sulit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak 

Khusayri selaku kepala desa : 

Sebenarnya perpindahan agama yang mereka lakukan ini salah 

satu cara untuk mereka tetap bisa menikah mbak, karena kalau 

mereka masih mempertahankan ajaran mereka masing-masing 

kan harus menyelesaikan dulu lewat pengadilan atau kalau gak 

gitu ya menikah di luar negeri. Nah secara kita lihat tingkat 

pengetahuan masyarakat sini terkait hukum-hukum ini saya akui 

masih sangat rendah, membuat mereka tidak mau ambil pusing 

akhirnya mereka pilih jalan pindah agama itu ya meskipun 

 
68 Wawancara, Mangku Tadi (Balun, 31 Januari 2024) 
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setelah itu entah dia bertahan di agama itu atau dia balik lagi ke 

agamanya. 69 

Perkawinan beda agama merupakan suatu kondisi atau fenomena 

yang sulit untuk dihindari di Indonesia begitupun seperti yang ada di 

Desa Balun ini. Tidak adanya aturan ataupun landasan undang-udang 

yang mengatur secara tegas terkait perkawinan beda agama 

menyebabkan kekosongan hukum.  

2. Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap 

Perkawinan Beda Agama di Desa Balun Kecamatan Turi 

Kabupaten Lamongan 

Meskipun dalam undang-undang sendiri belum diatur secara 

tegas mengenai perkawinan beda agama, pada Inpres Nomor 1 Tahun 

1991 mengenai KHI yang menjelaskan tidak diperbolehkannya 

seorang muslim atau muslimah menikah dengan ahlul kitab. namun 

kompilasi hukum Islam tersebut tidak berjalan efektif dikalangan 

masyarakat Indonesia salah satu contohnya yaitu di kalangan 

masyarakat Desa Balun.  

Pada dasarnya semua ajaran agama di Desa Balun tidak 

menghendaki adanya perkawinan beda agama, karena setiap ajaran 

agama percaya bahwa perkawinan beda agama tidak akan menemukan 

suatu keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini di 

dukung dengan pemaparan dari berbagai tokoh agama yang ada di 
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Desa Balun, salah satunya adalah Bapak Titis selaku tokoh agama  

sebagai berikut : 

Sesuai dengan ajaran kita, dan dijelaskan juga dalam Al-Qur’an 

bahwasanya boleh seorang muslim nikah dengan ahli kitab ya, 

yang tidak boleh muslimah menikah dengan ahli kitab, tapi 

melihat jaman sekarang ini ahli kitab sudah tidak sama dengan 

ahli kitab pada zaman rasul mbak, selain itu juga akan sulit 

mencapai keluarga sakinnah mawwadah warrahmah, dan di 

Islam sendiri kan juga kan sudah dikeluarkan fatwa MUI tentang 

kawin beda agama. Tapi ya memang sulit untuk menerapkan itu 

secara langsung disini, cuman kita selaku tokoh agama sejauh 

ini masih berusaha untuk kasih paham ke warga biar sebisa 

mungkin menghindari itu, kemarin juga sempat ada yang mau 

kawin beda agama tapi setelah diberi pemahaman oleh para 

tokoh agama masing-masing alhamdulillah mereka gak jadi 

menikah. 70 

 

Dalam Kitab Al Ahwal Asy Syakhsiyah yang ditulis oleh 

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa diperbolehkannya 

seorang laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab. Dengan 

ketentuan wanita ahlul kitab tersebut berasal dari agama samawi, sebab 

ajaran dari kitab agama samawi tidak jauh berbeda dengan ajaran pada 

Al-Qur’an dengan harapan laki-laki muslim tersebut dapat 

membimbing wanita ahlul kitab untuk masuk ke dalam agama Islam, 

serta menyempurnakan ajaran agama dengan melanjutkan mempelajari 

ajaran kitab selanjutnya yaitu Al-Qur’an. Karena seperti yang kita 

ketahui bahwa Agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW serta 

kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan 

penyempurna dan pelengkap dari agama sebelum-sebelumnya.71 

 
70 Wawancara, Titis (Balun, 31 Januari 2024) 
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Namun yang perlu digaris bawahi, di zaman sekarang sangat sulit 

ditemukan seorang wanita ahlul kitab yang berpegang teguh pada kitab 

samawi seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jikalau menemukan 

seseorang ahlul kitab baik dari yahudi ataupun nasrani, ajaran serta 

pemahaman yang ada dalam kitab mereka sudah banyak yang diubah 

atau berbeda dengan ajaran pada kitab aslinya sehingga banyak yang 

tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Pemaparan lain terkait tidak 

dikehendakinya pelaksanaan perkawinan beda agama juga 

disampaikan oleh Bapak Sutrisno selaku tokoh agama kristen di Desa 

Balun : 

Kalau di ajaran agama kami seperti yang ada dalam alkitab yang 

pada intinya menikah dengan pasangan yang berbeda agama 

atau tidak seiman itu hendaknya dihindari, sebab mereka tidak 

akan sempurna dan bersatu, pondasi berumah tangganya ini 

kurang kuat jadi mudah goyah dan pada akhirnya akan 

menimbulkan perpisahan. Jadi kalau bisa ya menikahnya dengan 

yang seimbang atau yang sama.72  

Pemarapan tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Abu 

Zahrah yang menjelaskan bahwa meskipun perkawinan antara seorang 

laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab itu diperbolehkan, akana 

tetapi alangkah baiknya apabila seorang  muslim menikahi seorang 

muslimah pula demi sempurnanya suatu ibadah dan hubungan dalam 

membina kehidupan berumah tangga.73  

Penjelasan Tokoh agama kristen tersebut juga sesuai dengan 

pemaparan Muhammad Abu Zahrah pada karya intelektual lainnya 
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yang berjudul Muhadharat an Nasraniyah yang menjelaskan bahwa 

Orang nasrani yang telah menikah tidak dapat bercerai atau 

menjatuhkan talak, sebab menurut mereka sesuatu hal yang telah 

dikumpulkan atau disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh 

apapun termasuk manusia. Akan tetapi terdapat dua kondisi yang 

menjadikan talak atau perceraian terjadi sesuai dengan ajaran mereka, 

pertama berzinah atau salah satu dari pasangan tersebut selingkuh 

maka pasangan yang lain boleh meminta cerai. Kedua, ketika salah 

satu dari pasangan tersebut bukan orang nasrani atau berbeda agama.74 

Meskipun beberapa jumhur ulama memperbolehkan seorang 

laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, ada beberapa 

sahabat nabi yang melarang terjadinya perkawinan tersebut salah 

satunya yaitu sayyidina umar, beliau melarang seorang laki-laki 

muslim dengan wanita ahlul kitab atau kitabiyah kecuali ada penyebab 

atau tujuan yang sangat mulia seperti hubungan politik dengan tujuan 

menyatukan hati, perdamaian, pertemanan dan persahabatan.75  

Disisi lain dalam kitab Muhadharat an Nasraniyah karya 

Muhammad Abu Zahrah juga menjelaskan apabila terdapat perempuan 

yang memiliki pasangan tidak seagama dengan dirinya (nasrani) dan 

laki-laki tersebut rela atau ridho tinggal bersama dengan perempuan 

tersebut maka jangan dipisah. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwasanya menurut ajaran kaum nasrani seorang wanita yang 

 
74 Abu Zahrah, Muhadharat fi al Nasraniyyah, (Kairo : Dar el Ulum Press, 194) hlm 142 
75 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, 100 
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beragama nasrani boleh menikah dengan laki-laki yang beragama non 

nasrani.76 

Namun menurut hemat peneliti yang melihat kondisi di Desa 

Balun terkenal dengan perdamaian serta tingkat toleransi yang tinggi, 

menjadikan Desa Balun ini tidak masuk pada ketentuan yang 

disebutkan oleh Sayyidina Umar. Sebab kondisi pada zaman dahulu 

diperbolehkannya menikahi ahlul kitab karena menjadi salah satu cara 

menyebarkan agama Islam, dan juga menjadi alat pemersatu politik 

dengan tujuan mendamaikan dan memperluas wilayah kekuasaan 

penyebaran agama Islam.77  

Alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar 

diperbolehkannya perkawinan beda agama di Desa Balun sekalipun 

untuk alasan menjalin silaturahmi antar umat beragama, karena di era 

sekarang banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk menjalin 

silaturahmi selain dengan menikahi orang tersebut.  

Kemudian pemaparan lain terkait tidak diperkenankannya 

perkawinan beda agama juga disampaikan oleh tokoh agama hindu 

yakni Mangku tadi yang menjelaskan bahwa seseorag yang ingin 

menikah dengan umat beragama hindu serta menggunakan prosesi 

pada ajaran agama hindu maka harus melewati beberapa rangkaian 

acara dan salah satunya adalah upacara adat yang menunjukan bahwa 

seseorang tersebut juga sudah menjadi bagian dari umat hindu. Berikut 

pemaparan yang dapat dijadikan pemahaman untuk pembaca : 
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Kalau di hindu mbak, diperbolehkan menikah dengan umat lain 

asal nantinya juga mereka satu agama. tapi kalau untuk menikah 

dimana mereka tetap sama-sama mempertahankan agamanya 

masing-masing itu tidak diperbolehkan. Karena dari pondasinya 

saja mereka tidak sama lalu bagaimana dengan bangunan 

rumah tangga kedepannya. Pasti akan ada banyak sekali ketidak 

cocokan dan ini jadi rawan pisah.78 

Dalam kitab Al Ahwalul Asy Syakhsiyah disebutkan bahwasanya 

agama hindu atau penganut brahmanisme merupakan salah satu agama 

yang tergolong pada agama watsaniyah atau orang-orang yang 

tergolong tidak memeluk agama samawi. Setiap orang yang tidak 

memeluk agama samawi, maka tidak sah apabila melakukan 

pernikahan dengan wanita tersebut, dan dianggap sebagai musyrikah.79 

Karena mereka tidak memiliki kitab yang di turunkan, dan juga 

mereka tidak memilki nabi-nabi utusan yang di sebutkan di dalam Al-

Qur’an, jikalau mereka menganggap bahwasannya mereka memiliki 

Kitab dan Nabi maka sebenarnya mereka telah merubah ajaran mereka 

dari asal ajarannya. Dalam Al-Qur’an sendiri telah ditunjukkan hikmah 

di haramkannya menikahi mereka.  

Diantaranya adalah ketika laki-laki muslim menikah dengan 

perempuan yang beragama watsaniyah, dan laki-laki tersebut tidak 

terjerumus atau tidak masuk ke dalam agama tersebut maka laki-laki 

muslim itu akan lemah perasaannya di agama aslinya, sehingga dia 

akan meremehkan kewajiban-kewajiban dalam agama aslinya.  
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Pertentangan antara ajaran agama Islam dengan agama 

watsaniyah itu sangat keras, dan tidak mungkin ada kecocokan 

diantara mereka berdua dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana 

kita dapat mengambil contoh ketika suami istri dari agama Islam dan 

agama watsaniyah menikah, yang satu mendekatkan diri pada Tuhan 

dengan cara menyembelih sapi dan membagikan daging tersebut 

sebagai sedekah, sedangkan satunya lagi menyembah sapi atau 

mensucikan sapi tersebut maka tidak akan ada kehidupan yang cocok 

dan harmonis jika dalam kehidupan berkeluarga saling merendahkan 

ajaran masing-masing. 

Kemudian apabila melihat dari model perkawinan yang terjadi di 

Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten yaitu dengan konversi agama 

baik secara permanen maupun sementara jika ditinjau dari perspektif 

pemikiran Muhammad Abu Zahrah, perkawinan dengan model seperti 

teruratama pada pasangan yang beragama Islam hukumnya tidak sah. 

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kitab Al Ahwal Asy 

Syakhsiyah bahwasanya seorang wanita yang keluar dari agama Islam 

(murtaddah) agar dapat menikah dengan laki-laki beragama kitabiyah 

maka hukumnya tidak sah dalam Islam sebab ia lepas dari 

keIslamannya atau murtaddah. Serta dianggap sebagai seseorang yang 

tidak memiliki agama walaupun dia pindah dari agama Islam ke agama 

kitabiyah.80 
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Kemudian apabila ia memilih kembali pada ajaran agama Islam, 

maka pernikahannya tetap dihukumi tidak sah, sebab dalam Islam 

seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak 

beragama Islam. Sebagaimana wanita muslimah juga tidak boleh 

dinikahkan dengan seorang laki-laki yang murtad, jika perkawinan 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh 

Muhammad Abu Zahrah diatas maka pernikahannya di fasakh serta 

dianggap selesai dan hukum dari pernikahan tersebut adalah tidak sah. 

Karena kemurtadan adalah suatu dosa yang mana hukumannya adalah 

dibunuh bagi seorang laki-laki serta di penjara bagi seorang 

perempuan. 81 

Apabila hanya dikaji sebatas hukum sah atau tidaknya akad 

dalam perkawinan di Desa Balun yang dilakukan sesuai hukum ajaran 

Islam menurut peniliti secara kasat mata tanpa melihat terlalu dalam, 

akad perkawinan tersebut tetap di hukumi sah meskipun nantinya salah 

satu mempelai memutuskan untuk kembali ke agama sebelumnya atau 

bersifat perpindahan agama sementara. Sebab dalam pernikahan 

tersebut seseorang itu telah berpindah dari agama non Islam ke agama 

Islam, sehingga memenuhi  salah satu syarat sahnya suatu pernikahan 

yaitu kedua calon mempelai beragama Islam. 

Sedangkan dalam kitab Al Ahwal Asy Syakhsiyah menjelaskan 

untuk syarat seseorang masuk ke dalam agama Islam pun tidak 

membutuhkan persaksian secara syar’i hanya membutuhkan 
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persaksian secara tertulis saja.82 Oleh karena itu menurut peneliti 

perkawinan yang ada di Desa tersebut hukumnya tetap sah dalam hal 

akadnya. Namun kemudian yang menjadi permasalahan adalah sesuatu 

hal yang terjadi setelah pernikahan tersebut. Apakah mereka kembali 

pada agama sebelumnya atau mereka tetap berada apada ajaran 

barunya.  

Jika mereka tetap berada pada  ajaran agama Islam, akan tetapi 

tidak mematuhi segala sesuatu yang berada pada ajaran agama Islam 

dan juga dia telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masih 

dihukumi sebagai seorang muslim di  dunia sebagaimana yang telah 

dituliskan oleh Muhammad Abu Zahrah di pembahasan-pembahasan 

sebelumnya. Sedangkan apakah dia masih di hukumi sebagai seorang 

muslim di akhirat tidak dapat dinilai oleh ukuran manusia, sebab yang 

dapat menilai hanya Allah SWT. 

 Seperti informan berikut yang mengakui bahwasanya mereka 

kembali kepada ajaran agama mereka sebelumnya dengan alasan 

mereka belum menemukan kenyamanan dalam beragama di agama 

yang baru. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh informan E 

beragama Islam dengan N yang beragama kristen, Sebagai berikut : 

Dulu waktu saya sama suami nikah ini pakai caranya agama 

kristen mbak, tapi setelah berjalan waktu saya bilang kalau 

belum menemukan kenyamanan atau istilahnya belum sreg 

diagama suami saya, jadi setelah kita obrolkan dan suami 

membolehkan kalau mau balik ya silahkan. Karena saya pikir 

daripada saya ini tidak serius dalam beragama ya gapapa wes 

 
82 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, 103 
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asal masih bertanggung jawab sama keluarga, selain itu kan 

disini meskipun sudah berkeluarga keyakinan itu sek jadi hak 

individu seng gak bisa dicampuri mbak.83 

Apabila melihat dari pemaparan informan diatas yang 

menyatakan bahwasanya ia kembali pada ajaran agama Islam setelah 

ia murtaddah maka menurut pemikiran Muhammad Abu Zahrah 

pernikahan tersebut harus di fasakh atau dipisah. Serta hukum 

pernikahannya tidak sah sebab dalam Islam seorang muslimah dilarang 

menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Kemudian 

diejlaskan pula oleh Muhammad Abu Zahrah jika seorang istri masuk 

Islam sedangkan suaminya menolak masuk Islam maka dipisahlah 

suami istri tersebut, dan wajib bagi istri tersebut untuk iddah serta 

diberikan mahar secara penuh apabila sudah melakukan hubungan 

suami istri, namun apabila istri tersebut belum di kumpuli secara jelas 

atau tidak jelas maka tidak wajib melakukan iddah dan mendapatkan 

setengah mahar, atau mendapatkan mit’ah jika tidak ada mahar 

musamma ketika akad.84 

Berangkat dari kondisi sosial masyarakat Desa Balun Kecamatan 

Turi yang memiliki beberapa pasangan beda agama dengan 

menggunakan pola perkawinan perpindahan agama baik secara 

permanen maupun sementara seperti yang telah peneliti jelaskan 

sebelumnya, jika dianalisis atau ditinjau dari perspektif pemikiran 

 
83 Wawancara, E N (Balun, 31 Januari) 
84 Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah,103 
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Muhammad Abu Zahrah, pada prinsipnya praktik perkawinan tersebut 

kurang sesuai dengan konsep pemikiran Muhammad Abu Zahrah.  

Pola model perkawinan yang juga terjadi di tengah masyarakat 

Desa Balun melalui perpindahan agama sementara, terkesan 

menjadikan agama hanya sebagai alat atau batu loncatan untuk 

melegalkan administrasi perkawinan beda agama. Sehingga ditakutkan 

pula agama tidak dianggap menjadi suatu hal sakral.  

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman lebih jauh lagi 

terhadap ajaran agama masing-masing. Disinilah setiap tokoh agama 

serta tokoh pemerintah Desa Balun sangat berperan penting untuk 

memberikan pemahaman lebih terkait perkawinan beda agama baik 

dari segi ajaran agama maupun segi hukum, dan juga dari segi 

dampaknya pada setiap individu sebagai bentuk usaha mengurangi 

peluang terjadinya perkawinan beda agama.  

Berikut ini adalah gambaran ringkas tabel tipologi konversi 

agama yang dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama di Desa 

Balun : 

Tabel 4.1 Tipologi Konversi Agama 

Nama Pasangan 
Status Agama Ketika 

Menikah 

Status Agama Pasca 

Menikah 

Pasangan I 

( R dan K) 

R berpindah agama 

dari kristen ke Islam 

mengikuti agama K 

yaitu agama Islam. 

R dan K tetap 

beragama Islam 

(konversi agama 

paten) 

Pasangan II 

(T dan K) 

 

K berpindah agama 

dari Islam ke Hindu 

mengikuti agama T. 

K kembali pada 

agama Islam 

(Konversi agama 

sementara) 
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Pasangan III 

( S dan M) 

M berpindah agama 

dari Hindu ke Kristen 

mengikuti agama S 

S dan M tetap 

beragama Kristen 

(Konversi agama 

paten) 

Pasangan IV  

(W dan T) 

W berpindah agama 

dari agama Kristen ke 

Hindu mengikuti T 

W kembali pada 

agama kristen 

(Konversi agama 

sementara) 

 

Pasangan V 

(E dan N) 

E berpindah agama 

dari agama Islam ke 

kristen mengikuti N 

E kembali pada 

agama Islam 

(Konversi agama 

sementara) 

 

Apabila dianalisis sesuai dengan pemikiran Abu Zahra dalam 

kitab Al Ahwal Asy Syakhsiyah Pasangan I perkawinannya dianggap 

sah sebab saat akad sang suami telah berpindah agama serta 

melangsungkan perkawinan dengan syariat Islam, kemudian 

kehidupan pasca perkawinan atau akad sang suami tetap beragama 

Islam. 

Sedangkan pasangan II dan V menurut perspektif Muhammad 

Abu Zahra , saat orang tersebut murtaddah ketika menikah kemudian  

pasca perkawinan memilih kembali pada agama Islam hukum dari 

perkawinan tersebut adalah fasakh dan tidak sah. Sebab  dalam Islam 

seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak 

beragama Islam. Serta dalam kitab Al Ahwal Asy Syakhsiyah juga 

dijelaskan bahwasanya  orang-orang yang beragama watsaniyah tidak 

diperbolehkan seorang muslim untuk menikahinya. 
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Kemudian untuk pasangan III dan IV yang beragama non muslim 

dalam kitab Al  Akhwal Asy Syakhsiyah  Muhammad Abu Zahrah tidak 

menjelaskan  perihal pasangan beda agama yang berasal dari agama 

lainnya, namun Muhammad Abu Zahrah  sedikit membahas pada  

karya tulisnya lain yang berjudul   Muhadharat an Nasraniyah beliau 

menjelaskan apabila terdapat perempuan yang memiliki pasangan 

tidak seagama dengan dirinya (nasrani) dan laki-laki tersebut rela atau 

ridho tinggal bersama dengan perempuan tersebut maka jangan 

dipisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut ajaran 

kaum nasrani seorang wanita yang beragama nasrani boleh menikah 

dengan laki-laki yang beragama non nasrani. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menurut 

pemikiran Muhammad Abu Zahrah ada dua pasangan  perkawinan 

beda agama di Desa Balun yang hukum perkawinannya adalah fasakh 

dan tidak sah karena  dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah 

dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Serta dalam kitab Al 

Ahwal Asy Syakhsiyah juga dijelaskan bahwasanya  orang-orang yang 

beragama watsaniyah tidak diperbolehkan seorang muslim untuk 

menikahinya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana 

data yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Pada dasarnya menurut Tokoh Agama yang ada di Desa Balun tidak 

menghendaki adanya praktik perkawinan beda agama, sebab setiap 

ajaran agama meyakini bahwa perkawinan tersebut tidak akan 

menemukan kecocokan, keseimbangan serta keharmonisan dalam 

dalam kehidupan berumah tangga baik pada pasangan suami istri itu 

ataupun pada anak. Sedangkan menurut pandangan masyarakat Desa 

Balun dapat ditarik kesimpulan perkawinan beda agama merupakan 

sesuatu hal yang menjadi hak individu yang tidak dapat dicampuri 

untuk menentukan pasangannya. Dengan alasan masyarakata Desa 

Balun sangat memegang teguh nilai toleransi dan menghargai antar 

umat beragama sehingga hal tersebut bukan menjadi suatu 

permasalahan yang berat. Kemudian beberapa faktor yang mendorong  

mereka melakukan perkawinan beda agama yaitu adanya intensitas 

komunikasi antar sesama, adanya rasa saling mengasihi dan 

menyayangi, rendahnya pemahaman terkait hukum agama maupun 

hukum di Indonesia, dan MbA (Married by Accident) 

2. Berdasarkan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai 

perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun menurut peneliti 
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apabila mengkaji pola perkawinan beda agama yang terjadi dengan 

cara perpindahan agama baik secara permanen maupun sementara 

seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, jika ditinjau dari 

perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah, praktik perkawinan 

tersebut kurang sesuai dengan konsep pemikiran Muhammad Abu 

Zahrah sebab yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang 

wanita muslimah keluar dari Islam atau murtad hanya untuk 

melegalkan perkawinan kemudian dia memilih kembali kepada agama 

Islam, maka menurut Muhammad Abu Zahrah perkawinan tersebut 

harus di Faskh seorang muslimah yang menikah dengan laki-laki 

muslim yang murtad juga harus di fasakh. 

 Selain itu menurut penulis model perkawinan yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Balun terkesan menjadikan agama hanya 

sebagai alat atau batu loncatan untuk melegalkan administrasi 

perkawinan beda agama. Sehingga ditakutkan pula agama tidak 

dianggap menjadi suatu hal sakral.  

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menurut 

pemikiran Muhammad Abu Zahrah ada dua pasangan  perkawinan 

beda agama di Desa Balun yang hukum perkawinannya adalah fasakh 

dan tidak sah karena  dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah 

dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Serta dalam kitab Al 

Ahwal Asy Syakhsiyah juga dijelaskan bahwasanya  orang-orang yang 

beragama watsaniyah tidak diperbolehkan seorang muslim untuk 

menikahinya. 
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B. Saran  

Sesuai dengan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti 

memaparkan saran serta masukan kepada beberapa pihak yang berkaitan 

dengan penelitian ini : 

1. Masyarakat  

Sebaiknya kepada masyarakat mempelajari lebih dalam lagi 

terkait perkawinan baik dalam hukum agama maupun hukum yang 

berlaku di Indonesia, dengan tujuan agar dapat mengurangi atau 

menghindari potensi terjadinya perkawinan beda agama sementara. 

2. Pemerintah Desa dan Tokoh Agama 

Kepada pemerintah desa beserta tokoh agama agar lebih 

memebrikan pemahaman dan edukasi lebih dalam lagi kepada 

masyarakat terkait akibat hukum dari perkawinan beda agama baik dari 

segi agama maupun segi hukum yang berlaku di Indonesia, serta 

dampak yang timbul dari perkawinan beda agama. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadai masih terdapat banyak kekurangan dalam 

penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji 

aspek yang belum dikaji dalam penelitian ini misalnya hak waris dalam 

perkawinan beda agama atau data yang dianggap kurang memberikan 

jawaban dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar dapat 

menambah pengetahuan dalam permasalahan ini 
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LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA 

1. Tokoh Masyarakat 

a. Masyarakat Desa Balun ini terkenal dengan toleransi yang sangat 

tinggi, apakah didesa ini terdapat masyarakat pelaku beda agama ? 

b. Bagaimana awal munculnya perkawinan beda agama di Desa Balun ? 

c. Apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat melakukan 

perkawinan beda agama ? 

d. Bagaimana proses atau pola perkawinan beda agama yang terjadi di 

Desa Balun ? 

e. Bagaimana respon masyarakat Desa Balun terhadap adanya 

perkawinan beda agama ? 

f. Bagaimana tanggapan bapak mengenai perkawinan beda agama ? 

2. Tokoh Lintas Agama 

a. Apakah pernah menangani kasus perkawinan beda agama ? 

b. Bagaimana pola perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun ? 

c. Bagaimana menurut ajaran agama masing-masing terkait perkawinan 

beda agama ? 

d. Bagaimana respon dari bapak apabila ada masyarakat yang 

melaksanakan perkawinan beda agama di Desa Balun ? 

e. Apakah terdapat dampak yang ditimbulkan dari setiap agama terhadap 

perkawinan beda agama ? 

3. Masyarakat pelaku perkawinan beda agama 

a. Apakah faktor yang mendorong melakukan perkawinan beda agama ? 

b. Bagaimana kesepakatan kedua belah pihak terkait perbadaan agama ? 
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c. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap perkawinan tersebut ? 

d. Apa hambatan saat memutuskan untuk melakukan perkawinan beda 

agama ? 

e. Apakah dampak baik dan dampak buruk terhadap kehidupan setelah 

menikah ?  
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